IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA  (STUDI KASUS PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN  PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG KOTA MAKASSAR) by Azizah Syam, Nurul
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 
DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA 
(STUDI KASUS PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN 
PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG KOTA MAKASSAR) 
 
 
Disusun Oleh : 
 
 
Nurul Azizah Syam  










JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN 






IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 
DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA 
(STUDI KASUS PADA PEDAGANG KAKI LIMA 
DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG 
KOTA MAKASSAR) 
 
Diajukan sebagai salah satu syarat 










JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN 
































































“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
 
Dengan Ridho Ilahi, segala puji bagi-Nya atas limpahan  keberkahan 
dan kemurahan Rahmat-Nya. Tak lupa pula semoga Selawat dan Taslim 
selalu tercurah kepada sang pencerah umat manusia, Rasulullah 
Muhammad SAW, beserta keluagranya yang suci, serta para sahabat dan 
pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Syukur penulis panjatkan 
atas berkah dan limpahan rahmat sertah hidayah-Nya sehingga skripsi 
yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 
DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PADA 
PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN 
PANAKUKANG KOTA MAKASSAR)” ini dapat penulis selesaikan untuk 
memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studiserta dalam rangka 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, Makassar. 
Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun 
dari segi isinya. Untuk itu penulis menerima segala bentuk usul, kritik dan 
saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. 
Padakesempatan yang baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MK selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata satu 
(S1) yang saya tempuh selama 5 tahun di kampus terbesar di 
Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin Makassar. 
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar 
v 
 
beserta seluruh staf yang dengan kebijakan banyak membantu 
mahasiswa. 
3. Bapak Dr. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu 
Pemerintahan dan Ilmu Politik dan Bapak/Ibu dosen serta staf 
pegawai jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik yang senantiasa 
membantu penulis sehingga mencapai gelar sarjana. 
4. Ibu Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS. 
5. Bapak Dr. Jayadi Nas. S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah 
memberikan arahan serta bimbingannya dalam penulisan skripsi ini 
sampai selesai. 
6. Bapak Drs. Abdul Salam Muchtar selaku Pembimbing II yang juga 
telah mendorong,membantu, dan mengarahkan penulis hingga 
penyelesaian skripsi ini.  
7. Bapak Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Penasehat Akademik penulis, 
yang memberikan arahan dan nasihat serta masukan-masukan 
kepada penulis untuk menyelesaiakan skripsi ini. 
8. Seluruh staf pengajar, dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas yang 
tak kenal lelah mendidik dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu 
pengetahuan yang berharga bagi penulis. Semoga menjadi amal 
jariah disisi-Nya Juga kepada staf pegawai di lingkup FISIP 
Universitas Hasanuddin Makassar Terima kasih atas pelayanannya 
selama ini dalam kelancaran administrasi dan perkuliahan kami. 
9. Bapak Zulfikar Luthfi, S.H selaku Ketua Kelurahan Paropo Kota 
Makassar dan segenap stafnya, terimakasih atas segala bantuan 
yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian. Bapak 
Abdul Rahim S.T selaku Kepala Seksi Oprasional Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Makassar yang telah membatu dan bersedia 
memberikan waktu luang untuk diwawancarai oleh penulis sehingga 
terselesaikannya penelitian dan skripsi ini. 
vi 
 
10. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku 
tercinta, ayahanda Ir. Syamsul Bachri Yusuf, yang itdak pernah lelah 
kasih sayangnya. Ibunda A. Faridha Noer S.T yang setiap hari 
mendoakan anaknya.  Adik-adikku yang saya sayangi Nur Ichwan 
Syam dan Nur Fajrin Syam, yang selalu memberikan dukungan dan 
perhatiannya kepada saya. 
11. Kepada keluarga besar terutama kepada Prof. Dr. Armin, M.Si dan 
A. Asdar S.H, M.H sebagai paman yang baik dan sudah banyak 
membantu serta  meberikan semangat dan masukan kepada penulis 
untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
12. Kepada Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan UNHAS Angkatan 
2011, Dwi Jayanti Lukman S.IP, Muh. Asriadi S.IP, Sinta Noviana M. 
S.IP, Miftah Nurin Amaly S.IP, A. Zulkifli S.IP, Mursalim, S.IP, Fitri 
Mabirmasa, S.IP, Evi Urmilasari S.IP, Abdul Latif, S.IP, dan Muh 
Akbar, S.IP, terima kasih untuk kehadiran teman-teman dalam 
kehidupan penulis, ada banyak cerita yang mewarnai kehidupan 
penulis ketika mengenal kalian. 
13. Kepada teman-teman seperjuangan KKN UNHAS Gel. 87, Sriyuni 
Patandung S.Si, Hikmah Amaliah. S.S, Arif Atmawan S.Hut, Dedi 
Muis S.Hut, Firmansah Thalib dan Ramin Marampa S.T, terimakasih 
atas bantuannya memberikan masukan dan cerita baru dalam 
pengalaman KKN yang sangat seru. Saya senang bertemu dan 
berteman dengan kalian. 
14. Kepada kakak-kakakku  terkhusus kepada kak Reslyawati Elizabet 
Laulingan, S.T dan kak Indah Puspita Sari S.Sos, kak Andi Neny .L, 
dan saudariku St. Zabrina Aulia, S.IP dan Kiki Reski Meiyani, S.KM 
yang telah membantu penulis memberikan masukan dan arahannya 
untuk menyelesaikan skripsi ini serta dorongan semangat yang 
diberikan. 
15. Kepada Muh Rezkiyadi.B yang merupakan penyemangat penulis 
untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk mau 
vii 
 
mendengar cerita penulis, untuk hati yang terbeban berdoa bagi 
penulis, untuk waktu luang mengantarkan kemanapun untuk 
mengurus dan menyelesaikan skripsi ini, membantu dan menemani 
mengerjakan skripsi ini, serta perhatian dan dorongan untuk tetap 
semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 
 Selain itu penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang 
sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan 
kekhilafan. Semua yang telah berjasa membantu penulis hingga bias 
seperti ini, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. 
Banyak kekurangan yang terdapat dalam karya ini, olehnya itu setiap 
saran dan kritik yang membangun diri para pembaca sangat diharapkan 
oleh penulis. Akhirnya, penulis  berharap bahwa apa yang disajikan dalam 
karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kancah ilmu 
pengetahuan. Semoga kesemuanya dapat berniali ibadah di sisi-


















Halaman.          
LEMBARJUDUL ........................................................................... i 
LEMBARPENGESAHAN .............................................................. ii 
LEMBAR PENERIMAAN .............................................................. iii 
KATA PENGANTAR  ................................................................... iv 
DAFTAR ISI  ................................................................................. viii 
DAFTAR TABEL  ......................................................................... xii 
DAFTAR GAMBAR ...................................................................... xiii 
ABSTRAK  ................................................................................... xiv 
BAB I PENDAHULUAN  ............................................................... 1 
1.1 Latar Belakang  ........................................................... 1 
1.2 Rumusan Masalah  ...................................................... 7 
1.3 Tujuan Penelitian  ........................................................ 8 
1.4 Manfaat Penelitian  ...................................................... 8 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  ..................................................... 9 
2.1  Konsep Tentang Implementasi  ................................... 9 
2.1.1 Pengertian Implementasi .......................................... 12 
2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan  ......................... 13 
2.2 Konseps Tentang Kebijakan ........................................ 17 
2.2.1 Tahapan-tahapan Kebijakan Publik .......................... 20 
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan ................................. 22 
2.2.3 Pemilihan Model Impelentasi Kebijakan  ................... 23 
2.2.4 Teori – Teori Implementasi Kebijakan ....................... 25 
2.3 Implementasi dari Penyelesaian Yang Dipilih .............. 31 
2.4 Pedagang Kaki Lima  ................................................... 32 
2.4.1 Pembinaan Pedagang Kali Lima (PKL) ...................... 36 
ix 
 
 2.4.2 Arah Pembinaan  ...................................................... 38 
2.4.3 Hak-Hak Pedagang Kaki Lima  ................................. 41 
2.5 Kerangka Konseptual  ................................................. 42 
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .................... 45 
3.1 Lokasi Penelitian  .............................................................. 45 
3.2 Tipe Penelitian  ................................................................. 46 
3.3 Teknik Pemilihan Informan ................................................ 47 
3.4 Teknik Pengumpulan Data ................................................ 48 
3.5 Teknik Analisis Data ......................................................... 49 
3.6 Defenisi Operasiaonal ....................................................... 50 
BAB IV HASIL PENELITIAN ........................................................ 52 
4.1 Profil Lokasi Penelitian ...................................................... 52 
4.1.1 Keadaan Geografis Kota Makassar Kecamatan 
Panakkukang Kelurahan Paropo  ..................................... 52 
4.1.2 Penduduk  ...................................................................... 54 
4.1.3 Kondisi Ekonomi  ........................................................... 55 
4.1.4 Pendidikan  .................................................................... 56 
4.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  ....................... 56 
4.1.4.2 Pendidikan Umum  ...................................................... 56 
4.1.5 Sejarah Singkat Kota Makassar Kecamatan 
Panakkukang Kelurahan Paropo  ..................................... 57 
4.1.6 Visi dan Misi Kota Makassar  Kecamatan 
Panakukang Kelurahan Paropo ........................................ 58 
x 
 
4.1.7 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .............................. 61 
4.1.8 Pemerintahan  ................................................................ 62 
4.1.9 Implementasi Peraturan Daerah Kecamatan 
Panakukang Kelurahan Paropo Kota Makassar 
Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima ........................................................ 64 
4.1.10 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Penanaman Modal Kota Makassar ................................... 80 
4.1.11 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar ................ 86 
4.1.12 Pedagang Kaki Lima Kota Makassar Kecamatan 
Panakukang Kelurahan Paropo ........................................ 88 
4.2 Gambaran Umum Program Instansi Pemerintah 
Dalam Penataan Pedagang Kaki LimaDi Kota 
Makassar .......................................................................... 93 
4.2.1 Identifikasi Program Polisi Pamong Praja Dalam 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar 
Kecamatan Panakukang Kelurahan Paropo ..................... 99 
4.3 Penertiban Pedagang Kaki Lima di Lokasi Yang 
Dilarang Untuk Berjualan  ................................................. 103 
4.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan 
Program Pemerintah DalamPembinaan Pedagang 
Kaki Lima Di Kota Makassar ............................................. 105 
4.4.1 Kondisi Ekonomi  ........................................................... 106 
4.4.2 Kualitas Sumber Daya Manusia ..................................... 107 
4.4.3 Koordinasi Dengan Instansi Terkait ................................ 108 
xi 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  ........................................... 109 
5.1 Kesimpulan ....................................................................... 109 
5.2 Saran  ............................................................................... 112 
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................... 114 





















Tabel    Uraian   Halaman 
Tabel 1.1Tingkatan Kebijakan di Daerah ................................................. 20 
Tabel 4.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Jalan Abdul Dg. Sirua 
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang ........................................ 88 
Tabel 4.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Jalan Batua Raya 
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang ........................................ 89 
Tabel 4.3 Jumlah Pedagang Kaki Lima Jalan Toddopuli Raya Timur 
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang ........................................ 90 
Tabel 4.4 Jumlah Pedagang Kaki Lima Jalan Toddopuli Raya 














Gambar   Uraian    Halaman 
Gambar 4.1 Dokumentasi Dari Pedagang Kaki Lima Jalan Abdul Dg. Sirua 
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang............. ............................... 89 
Gambar 4.2 Dokumentasi Dari Pedagang Kaki Lima Jalan Batua Raya 
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang ............................................ 90 
Gambar 4.3 Dokumentasi Dari Pedagang Kaki Lima Jalan Toddopuli Raya 
Timur 
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang ............................................ 91 
Gambar 4.4 Dokumentasi Dari Pedagang Kaki Lima Jalan Toddopuli Raya 














Nurul Azizah Syam, Nomor Pokok E 121 11 609, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan 
Pemerintah Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada 
Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang 
Kota Makassar)”, di bawah bimbingan Bapak Dr. Jayadi Nas. S.Sos.,M.Si 
dan Bapak Drs. Abdul Salam Muchtar. 
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi 
kebijakan pemerintah dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kota 
Makassar, serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam 
pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 
kebijakan pembinaan pedagang kaki lima studi kasus Kelurahan Paropo 
Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berkaitan dengan kebijakan 
pemberian penyuluhan dan pembimbingan, penataan tempat, dan waktu 
berusaha, serta penataan perijinannya. Serta upaya yang 
dilakukanpemerintahdalammengoptilmakanpelaksanaanPeraturan 
Walikota Nomor 10 Tahun 1990 TentangPembinaanPedangang Kaki Lima 
di KecamatanPanakukang Kota Makassar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
deskriptifkualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
Pemerintah Kota dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di 
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar kurang 
berjalan dengan baik. Masih ada beberapa PKL yang kurang memahami 
mengenai isi Perwalkot No 10 tahun 1990 karna pedagang tersebut 
kurang mendapatkan sosialisasi dari kelurahan mengenai kebijakan 
tersebut. Serta adapula beberapa PKL yang tidak mendapatkan izin 
berjualan dari pihak kelurahan setempat melaikan hanya dari pemilik 










Nurul Azizah Staple Number sham, E 121 11 609, Government study 
Program, Department of Government, school of social and political 
sciences, compiled a thesis with the title "implementation of Government 
policy Against street vendors (case study on street vendors in Kelurahan 
of Paropo Subdistrict Panakukang Makassar City)", under the guidance of 
Mr. 
The problem in this research is how the implementation of 
Government policy in the construction of street vendors in the city of 
Makassar, as well as what factors influential in the construction of street 
vendors in the city of Makassar. 
The purpose of this research is to know the policy implementation 
coaching sellers case studies Paropo Village sub district Panakukang, 
Makassar city relating to the grant of the extension and policy supervision, 
structuring and time trying, as well as structuring perijinannya. As well as 
the efforts made the Government in the implementation of the 
mengoptilmakan Rule Mayor of number 10 in 1990 About the construction 
of the Pedangang five feet in district Panakukang Makassar city. 
The research method used is descriptive qualitative research 
methods and data collection is done using interview techniques, 
observation and documentation. 
The results of this study indicate that the implementation of the policy 
of the City Government in curbing street vendors (PKL) in Kelurahan 
Paropo Subdistrict Panakukang Makassar city less running as well. There 
are still some STREET VENDORS who lack understanding about the 
content of Perwalkot No. 10 of 1990 because the lack of socialization 
merchants from neighborhood about the policy. And there are several 
STREET VENDORS who didn't get permission to sell the local subdistricts 






1.1 Latar Belakang  
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata 
pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha 
kecil. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah 
kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan 
memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat 
berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 
masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam 
mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi 
pada khususnya. PKL sering menjadi masalah bagi kota-kota yang 
sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai 
predikat metropolitan. 
Kuatnya magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan 
penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi 
dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. Untuk menjadi PKL tidak 
membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, 
namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor 
formal. PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan yang sejenisnya. 
Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. 
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Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan rumaja (ruang 
manfaat jalan) sebagai lokasi mereka. 
Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota 
biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan serta 
keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk 
berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal 
kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang 
permanen dan telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan 
hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang 
dan aman dari penggusuran. Kota Makassar merupakan kota terbesar ke-
empat di Indonesia dan terbesar dikawasan Timur Indonesia, memiliki 
luas area 175,79 km² dengan data yang terdaftar di Badan KB Kota 
Makassar mencapai 265 ribu KK dengan jumlah penduduk 1,67 juta jiwa 
pada tahun 2014 lalu. Data ini terus berubah seiring dinamika penduduk, 
dengan demikian Kota Makasar dapat dikatakan sebagai kota 
metropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Makassar salah satu 
penyebabanya adalah banyaknya pendatang dari luar Kota Makassar dari 
tahun ke-tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan 
melanjutkan pendidikan di Kota Makasar. 
Penduduk yang datang ke kota dari pedesaan untuk mencari kerja, 
pada umumnya adalah urban miskin. Namun demikian, mereka 
merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang 
lebih baik, lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa. 
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Tekanan arus penduduk dari desa ke kota setiap tahun yang semakin 
meningkat, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang 
disediakan di Kota Makassar. Hal tersebut disebabkan pula karena 
umumnya orang-orang yang masuk ke kota tidak dipersiapkan dengan 
pendidikan dan keterampilan yang memadai. Muncul pengangguran yang 
tidak memiliki kemampuan, sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor 
formal melihat syarat akademiknya yang tidak memenuhi, sehingga pilihan 
satu-satunya adalah mencari pekerjaaan yang tidak memerlukan 
persyaratan sebagai mana tersebut di atas, salah satunya adalah dengan 
berjualan sebagai pedagang kaki lima. 
Pedagang kaki lima (Pk-5) sendiri memiliki banyak makna, ada yang 
mengatakan Pk-5 berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar 
barang dagangannya dengan bangku atau meja yang berkaki empat 
kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya maka 
menjadi berkaki lima sehingga timbul-lah julukan pedagang kaki lima. Tak 
hanya itu saja, ada juga yang memaknai Pk-5 sebagai pedagang yang 
menggelar dagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki dari trotoar 
atau tepi jalan. Ada pula yang memaknai Pk-5 dengan orang yang 
melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh 
penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan 




Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar sering kali 
dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan 
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, 
merusak keindahan, seakan menjadi paten yang melekat pada usuha 
mikro ini. Mereka berjualan di trotoar, di taman-taman kota bahkan 
terkadang di badan jalan. Pemandangan ini hampir terdapat di sepanjang 
jalan kota, seperti di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumiharjo, 
Jalan AP. Pettarani, Jalan Sunu, Jalan Gunung Bawakaraeng, Jalan 
Penghibur, Jalan Abdul Dg. Sirua, Jalan Toddopuli Raya Timur, dan Jalan 
Toddopuli Raya. 
Pemerintah kota seakan kurang tegas dalam menangani masalah 
pedagang kaki lima, seperti kebijakan yang belum lama terjadi tentang 
penggusuran PKL di Sekitaran jalan Kelurahan Paropo Seperti Jalan 
Toddopuli Raya, ketika pedagang kaki lima mendatangi Kantor Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar untuk menolak 
penggusuran tersebut pemerintah langsung menghentikan kebijakan 
padahal dapat dikatakan lokasi tersebut memiliki tingkat kemacetan yang 
tinggi diakibatkan lapak-lapak PKL dan para pembeli. Makin marak dan 
bertambahnya pedagang kaki lima yang kian bermunculan yang menjadi 
penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota. Selain itu, parkir 
kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu 
ketertiban. Seperti pedagang makanan, pedagang pakaian, buah dengan 
menggunakan mobil. Belum lagi masalah limbah atau sampah. 
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Masalah-masalah ini memiliki hubungan dengan penataan pedagang 
kaki lima. Dalam realitasnya kebijakan tentang pengaturan tempat usaha 
bagi pedagang kaki lima pada dasarnya sudah tertuang pada Peraturan 
Daerah Nomor 10 tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
Kota Makassar dimana Bab II Pasal 2 dijelaskan tentang adanya 
Pengaturan Tempat Usaha disebutkan bahwa setiap daerah milik jalan 
(Damija) Kota Makassar tidak dibolehkan untuk ditempati oleh pedagang 
kaki lima karena peruntukannya hanya untuk pengguna jalan. 
Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Makassar juga 
menerbitkan peraturan daerah Kota Makassar yang lebih spesifik 
mengatur tentang adanya tempat-tempat atau jalan-jalan yang tidak 
dibolehkan oleh pedagang kaki lima berdagang. Adapun peraturan 
tersebut yaitu tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2002 
tentang Penunjukan Bebarapa Tempat Pelataran Yang Dapat Dan Yang 
Tidak Dapat Dipergunakan Oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota 
Makassar dan juga Keputusan Walikota Makassar Nomor 651 tahun 2007 
tentang Kawasan Segi Empat Jalan Sebagai Percontohan Kebersihan dan 
Penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar. Selain itu Perwali No. 20 
tahun 2004 tentang Prosedur tetap (Protap) penertiban bangunan dan 
Pembinaan PKL Kota Makassar dimana dijelaskan PKL di Kota Makassar 
sepenuhnya dibina oleh setiap Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan 
yang ada di Kota Makassar. 
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Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Penunjukan Bebarapa Tempat Pelataran yang dapat dan yang tidak dapat 
dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar 
pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan, pedagang kaki lima tidak boleh 
menempati trotoar atau badan jalan. Dalam perda ini ditetapkan sejumlah 
jalan besar yang sama sekali tidak boleh ditempati untuk berdagang oleh 
pedagang kaki lima atau wilayah bersih atau bebas dari PKL, yaitu: 
sepanjang Jalan Gunung bawakaraeng, sepanjang Jalan R.A Kartini, 
sepanjang Jalan Jendral Sudirman, Jalan Samratulangi, Jalan Haji Bau, 
Jalan Penghibur, Jalan Pasar Ikan, Hertasning, A.P. Petarani, dan 
sepanjang Jalan Urip Sumoharjo. 
Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 2 
ayat (2) tentang Penunjukan Bebarapa Tempat Pelataran yang dapat dan 
yang tidak dapat dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah 
Kota Makassar, mengenai sejumlah pelataran yang tidak dapat digunakan 
pada waktu antara pukul 05.00 sampai jam 17 wita, diantaranya: 
sepanjang Jalan Riburane, Jalan Nusantara, Jalan Ujung Pandang, Jalan 
Ahmad Yani, Jalan Gunung Bulusaraung, Masjid Raya, Jalan Dr. Wahidin 
Sudirohusodo, dan sepanjang Jalan Sulawesi. Kedua ayat dari regulasi 
tersebut, sampai saat ini belum berjalan efektif, disebabkan berbagai 
faktor regulasi, dan fasilitas pendukung atau infrastruktur, serta sumber 
daya manusia dan manajemennya, dan aspek eksternal terdiri dari faktor 
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sosial budaya dan faktor ekonomi. Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah seakan tidak terimplementasi dengan baik. 
Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan, Satpol PP, Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dan Dinas PD Pasar 
seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan, membina dan 
mengelola pedagang kaki lima. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh 
pemerintah Kota untuk mengatasi masalah pedagang kaki lima namun 
terkadang penerapannya di lapangan tidak sesuai dengan yang 
diinginkan. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah 
dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judu 
“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan 
Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan 
pedagang kaki lima di Kota Makassar (studi kasus di Kelurahan 
Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)? 
2. Apa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembinaan pedagang 
kaki lima di Kota Makassar (studi kasus di Kelurahan Paropo 








1.3 Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam 
pembinaan pedagang kaki lima di kota Makassar (studi kasus di 
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar). 
2. Untuk mengetahuifaktor-faktor yang berpengaruh dalam pembinaan 
pedagang kaki lima di kota Makassar (studi kasus di Kelurahan 
Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar). 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi akademisi memberi sumbangan pemikiran intelektual ke arah 
pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang 
kajian Pemerintahan. 
2. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya 
yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini. 
3. Bagi pemerintah menjadi bahan masukan dalam menetapkan 
kebijaksanaan yang menyangkut masalah pedagang kaki lima. 
4. Bagi masyarakat memberikan wawasan dan masukan kepada 
masyarakat khususnya pedagang kaki lima dalam mengatasi 










2.1 Konsep Tentang Implementasi 
Hinggis (1985) dalam Harbani Pasolong (2011:57) mendefinisikan 
implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya 
sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai 
sasaran strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 
yang diterbitkan oleh Dapartemen Pendidikan dan kebudayaan (1991) 
ditegaskan arti implementasi atau Im. Ple. Men. Ta. Si. Sebagai ; 
pelaksanaan atau penerapan. Sedang secara Etimologis, Implementasi 
mengandung arti sebagai realisai atau tindak lanjut dari suatu 
pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu. 
Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih 
jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan 
berkesimbungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau 
program menjadi kenyataan. Bernardine R. Wijaya & Susilo Supardo 
dalam Harbani Pasolog (2011:57) mengatakan bahww implementasi 
adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. 
Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan 
yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
dalam Solichin  A.W (2005 : 65), mengatakan bahwa memahami apa 
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yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
dirumuskan merupakan focus perhariaan implementasi kebijaksanaan, 
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup 
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 
Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan 
pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan legislative atau cara 
pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. 
Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun 
baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apa bila itu 
tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana 
yag benar-benar jujur, untuk menghasilkan rambu-rambu pemerintahan 
yang berlaku. 
Gordon (1986) dalam Harbani Pasolong ( 2011:58) mengatakan 
implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada 
realisasi program. Selanjutnya Van Meter dan Van Hom dalam Solichin 
A.W (2005:65),  kemudian memberikan pengertian tentang implementasi 
yaitu : “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijaksanaan”. 
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Pressman dan Wildavsky dalam Solichin A.W (2005:65) 
“menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah 
sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan”. 
Sehingga bagi kedua pelopor study implementasi ini maka proses untuk 
melaksanakan  kebijakan perlu mendapatkan perhatian yangseksama dan 
oleh sebab itu adalah keliru kalau kita mengganggap bahwa proses 
tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. 
Oleh sebab itu Solichin A.W (2005 : 59) mengatakan bahwa “Tidak 
terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek 
penting dari seluruh proses kebijakan”. Lebih jauh lagi  Solichin A.W 
(2005 : 102)  kemudian mengidantifikasi faktor-faktor yabg mempengaruhi 
dalam suatu proses implementasi, berupa :  
1. Output–output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan 
pelaksana. 
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut. 
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana. 
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut. 
Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa              
perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) 
dalam muatan atau isinya.  
Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow 
dan Morss dalam Harbani Pasolong (2011:59) mengungkapkan antara 
lain (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, 
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(3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrasi, (4) 
kekurangan dalam bantuan teknis, (5) Kurangnya desentralisai dan 
partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) system informasi yang kurang 
mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antar actor, (9) dukungan yang 
berkesimbangan. 
 
2.1.1 Pengertian Implementasi  
Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu 
kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut Pressman & Wildavsky 
mengungkapkan :  
1. Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 
mencapainya. 
2. Implementasi memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 
3. Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membuat 
hubungan dan sebab- akibat yang logis antara tindakan dan tujuan. 
Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), 
mengartikan implementasi sebagai evaluasi. Sedangkan Browne dan 
Wildavsky (dalam Nurdin Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa 
“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. 
Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling 
menyesuaikan juga dikemukakan oleh mclaughin (dalam Nurdin dan 
Usman, 2004). Ungkapan-ungkapan tersebut mengandung arti bahwa 
implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 
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terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 
norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 
Secara sederhana implementasi bias d artikan pelaksanaan atau 
penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) 
mengemukakan bahwa “implementasi  adalah perluasan aktivitas yang 
saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang 
saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin 
dan Usman, 2004). 
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 
implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 
mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa 
implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 
terencana dan dilakukan secata sungguh-sungguh berdasarkan acuan 
norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 
 
2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan 
Studi implementasi adalah studi perubahan yang terjadi dan 
perubahan bias dimunculkan, juga merupakan studi tentang mikrostruktur 
dari kehidupan politik yaitu organisasi diluar dan didalam system politik 
menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motifasi 
yang membuat betindak secara berbeda   ( Persons, 20015:463). 
Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut 
program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan 
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pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijaksanaan tanpa 
diimplementasikan maka tidak akan banyak berarti. 
Sesuai dengan hal tersebut Hal Meter dan Van Horn (Winarno, 
2008:146) mengemukakan,”implementasi kebijakan sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) 
pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 
sebelumnya”. 
Standar dan sasaran kebijakan didasarkan pada kepentingan utama 
terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. 
Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang 
krusial dalam analisis impelentasi kebijakan indikator-indikator pencapaian 
ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan 
telah direalisasikan. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik 
pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama 
dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan 
publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variable-
veriabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor implementasi 
keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun 
menurut Van Meter dan Van Hom, faktor-faktor ini mempunyai efek yang 
mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. 
Sedangkan menurut George C.Edwards (2003:1). ”Implementasi 
kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan 
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kebijakan dan kensekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang 
dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat 
mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan , maka 
kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu 
diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan 
yang telah direncanakan dangan sangat baik dapat mengalami kegagalan 
jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para 
pelaksana kebijakan. 
Selanjutnya dikemukakan oleh Charles O’Jones (Harahap, 2004:15) 
mengemukakan “Implementasi adalah suatu proses interaktif dengan 
kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain 
mengoprasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi 
dan pelaksanaan”. 
Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (Gustina,2008), 
menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagai 
berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul 
setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yaitu 
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 




Drucker (Enza,2006) merumuskan “Implementasi merupakan 
tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah digariskan terlebih dahulu”. 
Sedangkan wibawa (Tangkilisan,2003:20) berpendapat 
“Implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan 
kebijakan publik dapar direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan 
pemerintah”. 
Berdasarkan pendapat para ahli dalam menentukan tahapan 
implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi program 
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat terhadap sesuatu objek atau sasaran yang diarahkan 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun 
implementasi kebijakan yang sesuai dengan penelitian ini adalah 
menggunakan teori Charles O’jones dengan melalui tiga pilat yaitu 
organisasi, implementasi dan pelaksanaan dikarenakan dikarenakan 
lokasi penelitian ini merupakan daerah baru pemekaran yang masih 
membutuhkan peraturan daerah, sarana dan tenaga professional untuk 
mendukung teori tersebut yaitu struktur organisasi keahlian pelaksana, 
perlengkapan alat uji yang sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai 
dengan petunjuk pelaksana dan teknis, prosedur kerja dan program kerja 





2.2 Konsep tentang Kebijakan 
Menurut Thimas dye dalam AG. Subarsono (2010:2) Pengertian 
kebijakan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak 
melakukan. Definisi diatas mengandung makna bahwa (1) kebijakan itu 
dibuat oleh pemerintah bukan swasta, (2) kebijakan publik menyangkut 
pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. 
David Easton dalam AG. Subarsono (2010:3)  mengatakan bahwa 
ketika pemerintah membuat kebikajan, ketika itu pula pemerintah 
mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan 
mengandung nilai di daalamnya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, kebijakan diartikan Hal bijaksana, kepandaian menggunakan 
akal budaya (pengalaman dan pengetahuannya) 
a. Pimpinan cara bertindak (mengenai pemerintah,perkumpulan). 
b. Kecakapan bertindak jika menghadapi orang lain (kesulitan dan 
sebagainya). 
Menurut Hoogermerf dalam (www.zona-prasko.blogspot.com: 
2011) dari ada dua cara untuk memahami kebijakan. Pertama, mendekati 
suatu kebijakan (policy) melalui substansinya (yakni rumusan-rumusan 
redaksi suatu kebijakan berisi aturan-aturan yang hendak dicapai) dan 
kedua, memahami kebijakan dari proses pelaksanaannya yang 
membeberkan kepada kita hasil dan dampak dari kebijakan tersebut, baik 
yang bersifat sementara maupun final. Pada dasarnya, makna kebijakan 
yang dimaksudkan oleh Hooggermerf tidaklah jauh beda dengan 
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pemahaman umum masyarakat tentang bentuk suatu kebijakan berupa 
pernyataan-pernyataan yang dihasilkan oleh legislatif, selanjutnya fungsi 
pengaturan dan penataan yang diperankan oleh eksekutif, hingga pada 
pengguna anggaran negara dan juga kegiatan apapun selama hal 
tersebut menjadikan masyarakat sebagai sasarannya. 
Sendangkan menurut Cart Friedch dalam Solichin A.W (2005:3) 
bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di 
usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan 
tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya 
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 
sasaran yang diinginkan. 
Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau tidak 
melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau 
tidak melakukan. Kehendak dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki 
untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. 
Menurut Faried Ali & A. Syamsu Alam (2011:37) “pernyataan kehendak 
oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah memberikan pengertian 
atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai 
kebijaksanaan pemerintah. Tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah dapat 
berkonotasi sebagai kebijakan Negara ketika pemerintah yang melakukan 
di arahkan kepada pemerintah Negara. Sedangkan jika kebijakan 
pemerintah dipahami dari sasaran yang akan di capai (diatur) dimana 
sasaranya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi 
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dalam pengertian pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan 
publik”. 
James. E. Anderson dalam Solichin A.W (2005:2), mengatakan 
bahwa kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, 
instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan 
tertentu. 
Oleh karena itu, Faried Ali & A. Syamsu Alam (2011: 37-38) 
menyimpulkan bahwa “kebijakan pemerintah dapat bermakna kebijakan 
pemerintah (arti sempit dan luas), kebijakan aperatur Negara atau 
pemerintah, kebijakan birokrasi, kebijakan administrasi Negara, kebijakan 
kelembagaan Negara dan pemerintahan, dan kebijakan yang dilakukan 
oleh pegawai negeri”. 
Kebijakan merupakan suaru program di dalam pencapaian tujuan, 
nilai dan praktek yang terarah. Tujuan dari suatu kebijakan harus jelas 
agar dalam implementasinya tidak menimbulkan salah penafsiran. 
Dalam aktualisasi kebijakan pada tingkat-tingkat pemerintahan 
berdasarkan undang-udang no 5 tahun 1974 memberi petunjuk bahwa 
dari sekian kebijakan yang berlangsung, yaitu : (1) kebijakan strategis, (2) 
kebijakan taktis operasional, (3) kebijakan teknis operasional. Kebijakan 
strategis  adalah kebijakan yang dirincikan oleh sejumlah ketidakpastian 
dan berorientasi kemasa depan. Disinilah dituntut kemampuan suatu 
kebijakan untuk dapat menyesuaikan tututan lingkungan yang berubah 
dan berbeda, sebagaimana keberlakuan undang-undang di tingkat 
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pemerintah pusat. Kebijakan taktis operasional adalah yang 
berhubungan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka 
waktu yang pendek dan berkaitan dengan penentuan sumber daya untuk 
mencapai tujuan.  Kebijakan teknis operasional adalah kebijakan yg 
berisikan standar-standar yang harus diperlukan. 
Faried Ali & A. Syamsu Alam (2011:49) mengidantifikasi dan 
mengklasifikasikan atas kebijakan dan aktulisasinya dalam aturan 
perundang-undangan khususnya di daerah berdasarkan tingkat dalam 
tabel 1 berikut: 






Perundang – undangan 
Tingkat tertinggi Stratejik Perda (Lex Generelis dan Lex 
Spesialis) 
Tinggi Taktis Peraturan gubernur, bupati, dan 
walikota 
Rendah Teknis Peraturan perangkat 
pemerintah daerah dan aturan 
teknis lainnya 
 
2.2.1 Tahapan-tahapan Kebijakan Publik  
Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana 
terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan 
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penyusunan kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn (Isgunandar,Skripsi, 
2013, Fisip, Universitas Hasanuddin) dalam tahapan-tahapan kebijakan 
publik terdiri dari:  
1. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat 
menempatkan masalah apada agenda publik. Sebelumnya masalah-
masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam 
agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda 
kebijakan para perumus kebijakan.  
2. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda 
kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-
masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah 
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif 
yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat 
dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 
3. Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang 
ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu 
alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil 
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 
sumberdaya finansial dan manusia. 
5. Tahap penilaian kebijakan. Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai 
atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. 
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Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar 
untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang 
diinginkan. Menurut Dunn dalam skripsi Isgunandar, 2013 tahapan-
tahapan kebijakan publik tersebut digambarkan sebagai berikut : 
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa analisis kebijakan 
publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam 
proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak 
dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, 
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan 
penilai kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, peramalan 
(forecasting), rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi 
kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. 
 
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan 
          Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grinde (1980) 
Seperti yang dikutip oleh Dwijowijoto(2006: 132) model ini 
ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, ide dasarnya 
adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan 
implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat 
implementability kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup: 
a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan 
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 
c. Derajat perubahan yang diinginkan 
d. Kedudukan pembuat kebijakan 
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e. (siapa) pelaksana program 
f. Sumber daya yang dikerahkan 
Sementara itu, konteks implementasinya adalah: 
a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 
b. Karateristik lembaga dan penguasa. 
c. Kepatuhan dan daya tanggap. 
Model Implementasi Kebijakan menurut Goerge Edwards III yang 
dikutip oleh Dwijowijoto,(2006: 138). Dalam mengkaji implementasi 
kebijakan, Edwards membicarakan empat faktor atau variable krusial 
dalam implementasi kebijakan publik. Faktor utama atau variable-variabel 
tersebut adalah : 
a. Komunikasi 
b. Sumber-sumber 
 c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku 
d. Struktur birokrasi 
Menurut Edwadrs III, ke empat faktor ini berpengaruh terhadap 
implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu 
sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, 
maka pendekan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan 
kompleksitas ini dengan membahas semua faktor sekaligus. 
 
2.2.3 Pemilihan Model Implementasi Kebijakan 
Problem implementasi bisa dikonstruksi dengan cara yang berbeda-
beda. Setiap model memberikan beberapa pandangan pada dimensi 
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tertentu dari realitas, seperti dalam kasus perdebatan antara pendekatan 
top-down versus bottom-up, kedua pendekatan beserta percabangan dan 
variannya memberi kita sebagian dari keseluruhan gambaran. Adanya 
pendekatan dengan model yang berbeda-beda mengandung keunggulan 
komparatif sebagai penjelasan dalam konteks yang berbeda-beda. Setiap 
kerangka pemikirannya akan mengungkapkan atau menjelaskan beragam 
dimensi implementasi. Dengan demikian, tidak ada satu metafora tunggal 
yang dapat memberikan semua jawaban. 
Dari beberapa model implementasi kebijakan yang ada diatas, dapat 
dilihat bahwa kebijakan dan implementasinya merupakan satu tahapan 
yang penting diantara tahapan lainnya serta saling berkaitan antara satu 
dengan yang lainnya. Dengan demikian maka, implementasi memegang 
peranan penting dalam keberhasilan suatu perencanaan strategis, yang 
lebih bersifat opersional. Dalam model diatas, peneliti memadukan 
dengan konsep model yang lebih relevan dengan penelitian ini, maka 
peniliti memilih menggunakan kerangka model analisis implementasi 
kebijakan (A Model Framework for Policy Implementation Analisys) oleh 
Mazmaniandan Paul (1983: 43) Hal ini dikarenakan karena persoalan 
pedagang kaki lima merupakan suatu kebijakan yang benar-benar 
komprehensif dan membutuhkan analisa yang mendalam. Berhasil 
tidaknya Implementasi kebijakan. 
Pemerintah Kota dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota 
Makassar sangat tergantung pada:  
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1) Masalah yang digarap atau diintervensi. 
2) Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara 
tepat, dan 3) Variabel-variabel di luar perundangan yang memengaruhi 
implementasi. 
 
2.2.4 Teori – Teori Implementasi Kebijakan 
A. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 
Menurut meter dan Horn dalam AG. Subarsono (2010:99), ada enam 
variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :  
1 Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus 
jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran 
kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah 
menimbulkan konflik antar agen implementasi 
2 Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, 
baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya 
non-manusia ( non-human resourse) 
3 Hubungan Antar Organisasi. Dalam bentuk banyak program, 
implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan 
intansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar 
instansi bagi keberhasilan suatu program. 
4 Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud kerakteristik agen 
pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-
pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan 
memengaruhi implementasi suatu program. 
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5 Kondisi sosial, politik, dan ekonnomi. Veriable ini mencakup 
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan. 
6 Disposisi implementor atau sikap pelaksana. Sikap mereka itu 
dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara 
melihat pengaruh organisasinya dan kepentingan-kepentingan 
pribadinya. Disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan 
(befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksanaan 
(implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat 
tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan 
dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain 
terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahamandan 
pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, 
kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak 
(acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap 
kebijakan. 
B. Teori George Edward III 
Edward III dalam AG. Subarsono (2010:90), ,mengusulkan 4 
(empat) veriable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi 
kebijakan, yaitu :  
1 Commonication (komunikasi);  komunikasi merupakan sarana untuk 
menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari 
bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang 
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disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam 
penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta 
memerlukan ketelitian dan konsentrasi dalam menyampaikan informasi 
2 Resourcess (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi 
kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan 
tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak 
tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah: 
a. Staf yang retatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan 
keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. 
b. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan 
implementasi 
c. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi 
kebijakan 
d. Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan 
kebijakan. 
3 Dispotition or Atitude (sikap);  berkaitan dengan bagaimana sikap 
implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. 
Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam 
rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana 
wewenang yang dimilikinya 
4 Bureaucratic structure (struktur birokrasi);  suatu kebijakan 
seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses 
implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar 
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lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan 
implementasi. 
C. Teori Mazmanian dan Sabatier 
Mazmanian dan Sabatier  dalam AG. Subarsono (2010:94), 
implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga veriable, 
yaitu: 
a. Karakteristik masalah :  
1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, disatu 
pihak ada masalah sosial yang secara teknis mudah d pecahkan di 
pihak lain ada masalah yang sulit di pecahkan. 
2. Tingkat kemejemukan dari kelompok sasaran, ini berarti bahwa 
suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok 
sasaranya adalah homogen. Sebaliknya jika kelompok sasaran 
adalah heterogen, maka implementasi program akan lebih sulit, 
karana tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran 
terhadap program relatif berbeda. 
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, sebuah 
orogram relative sulit di implementasikan apabila sasarannya 
mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program akan relatif 
mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya 
tidak terlalu besar. 
4. Cakupan perubahan prilaku yanng diharapkan, sebuah program 
yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif 
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akan lebih mudah diimplementasikan daripada program yang 
bertujuan untuk mengubah sifat dan prilaku masyarakat. 
b. Karakteristik kebijakan: 
1. Kejelasan isi kebijakan, ini berarti bahwa makin jelas dan makin 
rinci kebijakan maka akan mempermudah implementor dalam 
memahami isi kebijakan dan menterjemahkan dalam tindakan 
nyata. 
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. 
3. Besarnya alokasi sumber daya dinancial terhadap kebijakan 
tersebut dalam hal ini mengenai sumber daya keuangan dan staf. 
4. Hubungan atau dukungan antar organisasi pelaksana, kegagalan 
program bisa disebabkan kurangnya koordinasi vertical dan 
horizontal antar instansi yang terlibat dalam suatu program. 
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dalam hal 
melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program. 
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar yaitu masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Karena 
kebijakan yang melibatkan masyarakat akan lebih mudah untuk 
berhasil di banding yang tidak melibatkan masyarakat. 
c. Veriabel Lingkungan: 
a. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan  teknologi, 
masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan lebih mudah 
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menerima program-program pembaruan di banding masyarakat 
yang tertutup dan tradisional. Dimikian juga kemajuan tekhnologi 
akan membantu dalam keberhasilan proses implementasi program, 
karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan di 
implementasikan dengan bantuan teknologi modern. 
b. Dukungan public terhadap sebuah kebijakan, kebijakan yang 
bersifat insentif biasanya mudah mendapat dukungan public. 
Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif akan kurang 
mendapat dukungan publik. 
c. Sikap dari kelompok pemilih. 
d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. 
Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan 
tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah veriabel yang 
paling krusial. 
D. Teori Merilee S. Grindle  
Menurut Grindle  dalam  AG. Subarsono (2012 : 93), implementasi 
kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide 
dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah 
implementasi kebiijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh 
derajat implementability dari kebijakan tersebut. 
Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups 
temuat dalam isi kebijakan. 
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2. Jenis manfaat yang akan diterima oleh target group 
3. Derajat perubahan yang diinginkan 
4. Kedudukan pembuat kebijakan 
5. Pelaksanaan program 
6. Sumber daya yang diarahkan 
Sementara itu, konteks implementasi adalah: 
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 
2. Karakteristik, lembaga dan penguasa 
3. Kepatuhan dan daya tanggap 
 Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, 
khususnya yang menyangkut dengan implementator, sasaran dan arena 
konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta 
kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. 
 
2.3 Implementasi dari Penyelesaian yang Dipilih 
 Implementasi dari penyelesaian (alternative keputusan) yang dipilih 
pada langkah sebelumnya, meliputi perencanaan dan mempersiapkan 
kegiatan yang harus dilaksanakan agar alternative penyelesaian tersebut 
betul-betul menyelesaikan masalah. Kurangnya perhatian terhadap 
langkah implementasi merupakan salah satu sebab utama, kenapa suatu 
alternatif penyelesaian yang baik sering kali tidak mampu menyelesaikan 
masalah yang seharusnya diselesaikan. 
Kasim (2002:13) Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi 
efektifitas langkah implementasi tersebut, yaitu: 
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1. Tidak memahami benar-benar apa yang perlu dikerjakan. Hal ini dapat 
dikurangi apabila para pelaksana keputusan diikut sertakan dalam 
memikirkan masalah implementasi keputusan tersebut. 
2. Tidak berusaha agarada (penerimaan) dan motivasi pihak-pihak terkait 
terhadap apa yang harus dikerjakan sebagai kensekuensi keputusan. 
3. Tidak member cukup sumber daya bagi apa yang perlu dikerjakan. 
Tidak boleh mengasumsikan bahwa sudah pernah ada sebelumnya 
kondisi sekarang sudah berubah. 
 
2.4 Pedagang Kaki Lima 
Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk 
menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu 
sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. 
Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak 
(yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini 
istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. 
Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan  
kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa 
setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk 
pejalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu 
setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah 
merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para 
pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan 
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jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut 
sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. 
Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang 
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 
ayat(1) dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat 
PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan 
menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, 
menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan 
bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara. 
Menurut McGee dan Yeung (1977: 66), PKL mempunyai pengertian 
yang sama dengan ‘hawkers’, yang didefinisikan sebagai orang-orang 
yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama 
di pinggir jalan dan trotoar. Senada dengan hal itu, Soedjana (1981) 
dalam kutipan Hilal (2013), mendefinisikan PKL sebagai sekelompok 
orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau 
di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, 
pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik 
secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau 
setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. 
Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum 
mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhhan ruang untuk PKL. 
Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan 
kegiatan dan fungsi formal saja. 
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Kondisi ini yang menyebabkan para Pedagang Kaki Lima berdagang 
di tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk 
mereka.Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan 
pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan 
semrawut. 
Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, 
PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan 
mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota 
dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan 
(Bhowmik, 2005 dalam kutipan Effendi, 2005). Di sisi lain, peran yang 
dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima 
pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena 
tidakberkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka 
dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena 
dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi. 
Terbatasnya dukungan kebijakan membuat sektor ini tidak aman 
(Bhowmik, 2005 dalam kutipan Effendi, 2005), yang berdampak buruk 
pada mata pencaharian penduduk miskin urban. Mereka terkenal karena 
memberikan sebagian penduduk urban kebutuhan barang atau jasa yang 
tidak dapat disediakan oleh outlet ritel besar. Disamping fakta bahwa PKL 
adalah sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin urban, 
PKL juga menempati badan-badan jalan dan trotoar dan tidak menyisakan 
cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena 
35 
 
menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, 
dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang 
menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial 
seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini 
menciptakan masalah dalam pengelolaan, pembangunan dan merusak 
morfologi dan estetika kota. 
PKL atau dalam bahasa inggris disebut juga street trader selalu 
dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan 
PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-
masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban 
masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah 
menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan 
di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan 
di badan jalan. Pemerintah kota berulangkali menertibkan mereka yang 
ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas atau pun merusak 
keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (part of 
problem). 
Upaya penertiban, sebagaimana sering diekspose oleh media 
televisi acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan 
fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, 
tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pada hal, sejatinya bila 
keberadaannya dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini 
justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di 
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tengahtengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai 
bagian dari solusi (part of solution). 
Seperti yang sudah dikemukakan di atas, PKL yang dikelompokkan 
dalam sektor informal sering dijadikan sebagai kambing hitam dari 
penyebab kesemrawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. 
Meskipun demikian PKL ini sangat membantu kepentingan masyarakat 
dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja 
secara mandiri atau menjadi safety beltbagi tenaga kerja yang memasuki 
pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan 
menengah ke bawah. Pada umumnya sektor informal sering dianggap 
lebih mampu bertahan hidup survive dibandingkan sektor usaha yang lain. 
Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relative \ 
lebih independent atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya 
menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan 
lingkungan usahanya. 
Bukti-bukti tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan sebagai PKL 
merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis 
ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh 
pedagang kaki lima. Dalam hal ini PKL mampu bertahan hidup dalam 
berbagai kondisi, sekalipun kondisi krisis ekonomi. 
 
2.4.1 Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pembinaan” berasal 
dari kata “bina” yang artinya sama dengan “bangun”. Jadi pembinaan 
37 
 
dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehingga 
menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Pembinaan 
merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya 
saing. Berdasarkan pada pengertian pembinaan seperti tersebut di atas, 
maka pembinaan PKL, diartikan sebagai memberikan pengarahan, 
bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 
perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan 
manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur 
pengganggu kenyamanan warga kota. 
Menurut Mangunhardjana(1986:12) mendefinisikan pembinaan 
dalam konteks manajemen yang berarti makna dan pengertian yang 
terungkap masih sekitar persoalan pengelolaan untuk mencapai hasil 
yang terbaik. Menurut Widodo (2007: 22),menjelaskan hal-hal yang baru 
yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, 
untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan 
baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara 
lebih efektif”.  
Dari definisi tersebut, pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk 
meningkatkan sikap dan ketrampilan dengan harapan mampu 
mengangkat nasib dari obyek yang dibina. Dalam pembinaan, dilatih untuk 
mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat 





2.4.2. Arah Pembinaan  
Dalam menangani PKLperlu mencari solusi yang baik dan bijaksana, 
karena pemusnahan tanpa memberi jalan keluar dengan memberi tempat 
yang memenuhi syarat, sama saja dengan mematikan tumbuhnya 
ekonomi kerakyatan, yang notabene sumbeer hidup masyarakat bawah. 
Sektor ini membutuhkan perhatian yang lebih baik lagi dari pihak 
pemerintah. Oleh karena itu, jalan yang terbaik untuk menangani sektor ini 
adalah melalui pembinaan. 
Namun pembinan sektor informal ini juga memiliki dampak negatif 
dalam kaitannya dengan gejala urbanisasi. Sebab pembinaan yang 
menguntungkan sektor informal ini akan memancing orang-orang desa 
lainnya masuk ke sektor informal perkotaan. Hal ini akan menambah 
beban urbanisasi yang dihadapi kota. Oleh karena itu, program 
pembinaan sektor informal harus dijalankan secara terpadu dengan 
pembinaan perekonomian dan sektor informal di pedesaan agar 
pembinaan itu tidak menjadi bumerang bagi maksud baik pembinaan itu 
sendiri. 
a. Langkah-langkah Pembinaan  
Pembinaan dalam sektor informal bukan hanya menyangkut mereka 
yang menggeluti bidang PKL, melainkan juga organ kepemerintahan yang 
ada di dalam instansi yang terkait dengan bidang tersebut. Oleh karena 
itu, aktivitas-aktivitas program pembinaan PKL dapat dikelompokkan ke 
dalam empat pendekatan yaitu: 
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1. Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal. PKL 
diorientasikan nantinya dapat mendirikan toko-toko yang permanent. 
Untuk itu tentu diperlukan dukungan moral dan latihan manajerial 
serta pengetahuan teknis. Pendirian toko-toko yang permanent 
tentunya didirikan pada tempat-tempat yang memang khusus untuk 
menampung pedagang-pedagang formal. Misalnya, pasar, pusat- 
pusat perbelanjaan modern, dan lain-lain. Dengan demikian 
penempatan mereka harus dibekali dengan penyuluhan-penyuluhan 
yang berkaitanb dengan bidang usahanya masing-masing. Setelah 
mendapatkan bimbingan dan binaan, dalam jangka waktu tertentu 
diharapkan usaha PKL menjadi lebih maju dan bersedia serta 
mampu untuk pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan 
jenis barang dagangannya. Peningkatan ini disamping meningkatkan 
kemampuan dan penghasilan tenaga yang bersangkutan, juga 
cenderung untuk menambah kesempatan kerja dan lebih mudah 
dicatat sebagai wajib pajak.  
2. Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal. PKL dapat 
dibantu melalui penyediaan bahan baku atau membantu kelancaran 
pemasaran.Selain itu, untuk menambah kebersihan dan kecantikan 
wilayah PKL, pemerintah dapat membantu dengan memberi gerobak 
supaya seragam atau pemerintah hanya memberi petunjuk alat 
peraga (rombong bagi PKL) dengan bentuk, ukuran dan ciri khas 
lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dalam usaha 
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PKL hendaknya sewa lokasi atau pungutan uang harus benarbenar 
menciptakan keadilan untuk masing-masing PKL.  
3. Dilakukan relokasi yaitu penempatan para PKL di lokasi baru. 
Penempatan PKL di lokasi yang baru ini dianggap penting karena 
PKL sering dianggap menimbulkan kerugian sosial misalnya 
kemacetan jalan. Namun penempatan ini perlu dipertimbangkan 
faktor konsumen dan kemampuan penyesuaian lokasi baru bagi 
yang berusaha di sektor petugas, akan tetapi di pihak lain yang tidak 
kalah pentingnya adalah konsistensi pengaturan yang perlu 
diterapkan.  
4. Dalam penanganan usaha sektor informal adalah mengalihkan 
usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek ke bidang usaha 
lain. Pendekatan ini bagi PKL, tidak sepenuhnya sesuai karena yang 
diharapkan oleh PKL biasanya bukan pengalihan usaha atau 
penggantian bidang usaha melainkan peningkatan usaha mereka. 
Bidang usaha PKL ini dipandang masih mempunyai prospek untuk 
lebih maju.Dari uraian diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan 
bahwa aktivitas- aktivitas program pembinaan PKL dapat dilakukan 
dengan mendorong sektor informal menjadi formal, meningkatkan 
kemampuan dalam usaha sektor informal serta menyediakan lokasi 
baru bagi para PKL pasca penertiban PKL, dengan tetap 





2.4.3 Hak-Hak Pedagang Kaki Lima (PKL)  
Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang 
Kaki Lima (PKL), namun kita dapat menggunakan beberapa produk 
hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki 
Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini 
adalah :Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap 
warga Negara berhak atas pekerjaandan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 
11 mengenai Hak Asasi Manusia : “ setiap orang berhak atas pemenuhan 
kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. 
1. Peraturan dan Masalah PKL Diskusi Panel Keberadaan Pedagang 
Kaki Lima Magister Teknik Perencanaan (Urban & Real Estate 
Development) Universitas Tarumanagara 23 Agustus 2014. 
2. PKL dalam Peraturan Perundangan UU. Undang Undang No. 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 13 
ayat (1) Memberi kesempatan berusaha dalam bentuk lokasi yang 
wajar bagi pedagang kaki lima; PP. Peraturan Pemerintah No 39 
tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 
22 ayat (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok diberikan 
kepada kelompok, salah satunya adalah kelompok pedagang kaki 
lima. Perpres Permen. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 
tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima Dibentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL 
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Pusat dengan 9 Menteri dan 1 kepala Badan. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 
3. PKL dalam Peraturan Daerah DKI Tahun 2003. Perda no 44 tahun 
2003 tentang petunjuk pelaksanaan perpasaran swasta yang dalam 
pasal 10 mengatur tentang kewajiban penyediaan tempat usaha PKL 
di dalam kegiatan usaha perpasaran swasta Tahun 2007. Perda no 8 
tahun 2007 tentang ketertiban umum : Pedagang kaki lima adalah 
seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa 
yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum. 
Gubernur menunjuk atau menetapkan bagian-bagian jalan dan 
tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha 
pedagang kaki lima. Tahun 2010.  Perda no 33 tahun 2010 tentang 
Pengaturan Tempat Usaha Mikro PKL tidak menyebutkan dan 
memberikan ruang untuk Asosiasi Pedagang Kaki Lima dalam 
penentuan dan pengaturan tempat usaha. 
 
2.5 Kerangka Konseptual 
Pembinaan terhadap pedagang kaki lima merupakan suatu usaha 
yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam membimbing, 
mengarahkan dan mengatur pedagang kaki lima yang berjualan 
sepanjang jalan yang ada di Kota Makassar. Untuk itu, Pemerintah Kota 
dalam hal ini dinas terkait seharusnya dapat berperan aktif dalam 
merumuskan kebijakan terhadap pembinaan pedagang kaki lima. 
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Dari hasil pembinaan diharapkan mampu mengendalikan lokasi 
aktivitas dan jumlah pedagang kaki lima serta adanya keapikan penataan 
dalam usah kaki lima sehingga dapat tercapai kondisi yang tertib dan 
teratur yang berimplikasi kepada ketertiban, keindahan dan kenyamanan 
Kota Makassar. Penulis berusaha menggambarkan kedalam kerangka 
konsep ini kedalam bagan yang sedehana : 











Kerangka konsep ini menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan 
pemerintah dalam pembinaan terhadap pedagang kaki lima telah berjalan 
dengan baik atau tidak. Dan bagaimana kebijakan tersebut dapat 
menjadikan pedagang kaki lima di Kota Makassar menjadi PKL yang 
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Selain itu indikator lain dari kerangka konsep ini adalah seperti apa 
faktor internal maupun faktor eksternal yang timbul dari kebijakan 
pemerintah terhadap pedagang kaki lima di Kota Makassar Kelurahan 
Paropo. Serta dari mana saja faktor-faktor itu muncul dan apa saja yang 






















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan Kecamatan Panakukang Kelurahan Paropo, lokasi ini dipilih 
secara “purposive” yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan kondisi 
wilayah yang memperlihatkan adanya berbagai masalah dengan 
keberadaan adanya pedagang kaki lima. Adapun titik atau ruas jalan yang 
dijadikan lokasi penelitian antara lain sepanjang Jalan Abdul Dg. Sirua, 
Jalan Toddopuli Raya, Jalan Toddopuli Raya Timur, Jalan Batua Raya. 
Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian dalam dinas Perindustrian,di 
Kantor Kelurahan Paropo, dan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. 
Letak Geografis Kecamatan Panakukang merupakan salah satu dari 
14 kecamatan di Kota Makassar yang berbatas di sebelah utara dengan 
Kecamatan Tallo, di sebelah timur Kecamatan Tamalanrea, di sebelah 
selatan Kecamatan Rappocini dan di sebelah barat dengan Kecamatan 
Makassar. Kecamatan Panakukang merupakan daerah bukan pantai 
dengan Topografi ketinggian wilayah sampai dengan 500 meter dari 
permukaan laut. Kondisi Geogrfis Kecamatan Panakukang terdiri dari 11 
kelurahan dengan luas wilayah 17,05 km². 
Kelurahan Pampang memiliki wilayah terluas yaitu 2,63 km², terluas 
kedua adalah kelurahan Panakukang dengan luas 2,35 km², sedangkan 
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yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Sinrijalan dengan luas 
wilayah 0,17 km². Kecamatan Panakukang terdiri atas 470 RT dan 88 RW. 
Dimana Demografi Pada akhir tahun 2010 penduduk kecamatan 
Panakukang dibandingkan data tahun 2009 Kecamatan Panakukang 
mencatat rata-rata laju pertumbuhan penduduk 3,35 persen pertumbuhan 
penduduk. 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki 
sekitar 69.996 jiwa dan perempuan sekitar 71.386 jiwa. Dengan demikian 
rasio jenis kelamin adalah sekitar 98,05 persen yang berarti setiap 100 
orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang penduduk laki-laki. 
Jumlah penduduk Kecamatan Panakukang dilihat dari lima tahun 
terakhir, peningkatan jumlah penduduk yang tinggi, dari tahun ke tahun 
jumpal penduduk Kecamatan Panakukang terus meningkat, hal ini 
diakibatkan peningkatan tingginya angka kelahiran dan pendatang yang 
tinggal di Kecamatan ini serta kondisi sarana dan prasarana yang tersedia 
di Kecamatan Panakukang. Pada tahun 2009-2010 terjadi pertambahan 
jumlah penduduk yang sangat tinggi. Pada tahun 2009 tercatat jumlah 
penduduk sebesar 136.555 jiwa dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 
141.382 jiwa. 
 
3.2 Tipe Penelitian 
 
Penelitian ini mengunakan tipe deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses 
yang berhubungan dengan perilaku dan tindakan sosial masyarakat 
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setempat serta pemerintah kota. Pendekatan kualitatif adalah suatu 
proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi 
yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada 
pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti 
kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi 
pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Penelitian kualitatif dilakukan 
pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, 
peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki 
bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan 
mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih 
menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan 
jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, 
untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk 
memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. 
 
3.3 Teknik Pemilihan Informan  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah Kota 
Makassar yang berhubungan dengan pedagang kaki lima. Namun, tidak 
semua populasi akan diambil untuk menggali data. Ada beberapa alasan 
mengapa hal tersebut dilakukan, diantaranya:  
1. Metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampel (sampel bersyarat) yang mana informan 
tersebut kita tentukan yang disesuaikan dengan tema penelitian.  
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2. Tentunya penelitian ini mengkhususkan pada beberapa karakteristik 
informan atau narasumber. 
3. Jumlah dari informan juga dibatasi. Pemilihan informan dilakukan 
secara purposive dengan melihat keterkaitan informan dengan 
masalah penelitian. Adapun rincian informan/responden dalam 
penelitian ini adalah: Kepala dinas Perindustrin Perdagangan, 
Kepala Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dan 
Pedagang kaki lima yang tersebar dibeberapa lokasi di Kota 
Makassar. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:  
1. Studi kepustakaan (Library Research), yaitu teknik pengumpulan 
data dari berbagai literature guna memperoleh peralatan dasar teori-
teori seperti buku-buku, majalah-majalah, buletin-buletin serta 
bacaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
2. Studi lapang objek (Field Research), yaitu pengamatan langsung 
terhadap objek yang diteliti dengan menempuh cara sebagai berikut: 
- Observasi : yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan 
terhadap objek yang diteliti dalam hal ini pedagang kaki lima. 
- Interview : dilakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. 
3. Telaah dokumentasi, yaitu teknik yang dipergunakan memperoleh 
data melalui kajian sumber pustaka, dokumen, peraturan-peraturan, 
Undang-Undang dan keputusan-keputusan serta literatur. 
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4. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan menggunakan 
teknik ini seperti studi kepustakaan diatas. Namun yang akan 
membedakan hanya media tempat pengembilan data atau informasi. 
Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas 
internet. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
 Analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan 
kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh 
karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, 
jika dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk 
mempertajam dalam proses penganalisisan. Teknik analisis yang 
digunakan adalah kualitatif. Hal ini didasari dengan perkembangan bahwa 
penelitian ini adalah penelitian sosial sehingga dihadapkan dengan gejala 
sosialnya yang kompleks, selain itu metode kualitatif mensyaratkan 
peneliti dengan informan lebih mendalam, akurat, valid dan dapat 
dipercaya, sehingga mempermudah peneliti melakukan analisa data yang 
akan disajikan secara manual (bahasa), jika ada angka-angka maka 
angka tersebut hanyalah alat pendukung analisa. Analisa data akan 
menampilkan data kualitatif. Analisa data kualitatif akan ditempuh melalui: 
1. Redaksi data (memilih hal-hal pokok yang relevan dengan 
penelitian). 
2. Display data (memungkinkan penyajian data melalui matrix dan 
grafik sesuai kebutuhan penelitian). 
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3. Verifikasi data dan kesimpulan (mencari persamaan-persamaan 
yang pokok yang telah tampil dalam hasil wawancara) dan 
mengumpulkan berdasarkan analisis akhir data. 
4. Analisis data akan memperoleh kredibilitas, dipendibilitas dan 
konfirmabilitas dari seluruh informan. 
 
3.6 Definisi Operasional  
Setelah berbagai konsep di uraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk memepermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disususn defenisi operasional yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Pedagang Kaki Lima atau biasa di singkat pk-5 adalah pelaku usaha 
yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana 
usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana 
kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik 
pemerintah atau swasta yang bersifat sementara. Dalam hal ini 
pedagang kaki liam yang ada di Kota Makasar. 
2. Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk 
melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan 
lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, 
estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan 
lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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3. Pemberdayaan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat 
secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan 
pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga 
























4. 1Profil Lokasi Penelitian  
4.1.1 Keadaan Geografis Kota Makassar Kecamatan Panakukang 
Kelurahan Paropo 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di 
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur 
Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan 
kata lain, wilayah Kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur 
dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 
1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai 
yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara 
sungai yakni sungai Tallo yang bermuara dibagian utara kota dan sungai 
Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar 
seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 
pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 
Km². Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh 
kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, 
Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya 
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Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni 
sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan 
kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah 
barat dengan Selat Makassar. Berdasarkan gambaran selintas mengenai 
lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara 
geografis, Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi 
kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar 
menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien 
dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro 
pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base 
pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat 
Makassar kurang 50 dikembangkan secara optimal. Padahal dengan 
mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan 
percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan 
kondisi geografis, Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding 
wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan 
inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata. 
Fakta di lapangan terlihat bahwa pada wilayah perkotaan seperti 
Kota Makassar sudah jarang terdapat lahan kosong milik negara atau 
lahan-lahan mentah lainnya. Maka akan lebih mengena jika lahan yang 
ada dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria yang mengarah pada trend 
dan visualisasi psikologis dari area-area yang ada dan membaginya 
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dalam bentuk tipologi kawasan, dibanding metode tradisional yang hanya 
mengandalkan pengkategorian pada visual lahan yang masih kosong, ada 
vegetasi, atau terbangun. Sehingga bila dilihat berdasarkan keadaan 
litologi, topografi, jenis tanah, iklim dan vegetasi yang ada, Kota Makassar 
direkomendasikan sebagian besar untuk kawasan pengembangan 
budidaya karena tidak ada syarat yang memenuhi sebagai kawasan 
lindung. Mencermati pembagian lahan dalam wilayah Makassar dibagi 
dengan peruntukan kawasan sebagai berikut, Kawasan Mantap 38%, 
Kawasan Peralihan 11%, dan Kawasan Dinamis 51%. Kota Makassar 
terbagi menjadi 14 Kecamatan yang meliputi 143 kelurahan, 971 RW dan 




Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 
jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara 
itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 
1.253.656 jiwa Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat 
ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk 
Kota Makassar yaitu sekitar 92,17%, yang berarti setiap 100 penduduk 
wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota 
Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk 
masih terkonsentrasi diwilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 
154.464 atau sekitar 12,14% dari total penduduk, disusul kecamatan 
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Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40%). Kecamatan Panakkukang 
sebanyak 136.555 jiwa (10,73%), dan yang terendah adalah kecamatan 
Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28%). Ditinjau dari kepadatan 
penduduk kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km 
persegi, disusul kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km²), kecamatan 
Bontoala (29.872 jiwa per km²). Sedang kecamatan Biringkanaya 
merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 
sekitar 2.709 jiwa per km², kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa 
per km²), Manggala (4.163 jiwa per km²), kecamatan Ujung Tanah (8.266 
jiwa per km persegi), kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa perkm². 
 
4.1.3 Kondisi Ekonomi  
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat 
paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata 
pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9 persen. Bahkan, pada 
2008 lalu, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83 
persen. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan 
gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran 
ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan 
Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia Trans Studio di 
Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga. Pembangunan ekonomi Kota 
Makassar selama ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan 
yang dapat disorot dari beberapa indikator ekonomi makro terutama dari 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi. 
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Pada sisi PDRB, kenaikan yang cukup berarti dapat dilihat baik menurut 
harga berlaku maupun harga konstan. 
 
4.1.4 Pendidikan 
4.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu 
Negara menentukan karakter dari pembangunan ekonomi sosial, karena 
manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Perkembangan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan angka yang 
semakin membaik dimana pada tahun 2006 angka IPM sebesar 76,66 
meningkat menjadi 77,41 pada tahun 2007. Angka tersebut meningkat 
pada tahun 2008 sebesar 78,08 (BPS,2010). 
 
4.1.4.2 Pendidikan Umum 
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan 
masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup untuk 
melihat perkembangan pendidikan secara makro antara lain dapat dilihat 
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, jumlah murid yang telah 
bersekolah dan angka partisipasi sekolah. Penyediaan sarana dan 
prasarana pendidikan terus diupayakan, sebagai konsekuensi dari 
meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah, dan dengan 
diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar 
pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 
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dan menuju standar yang diharapkan. Dalam penyelenggaraan 
pendidikan baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta Kota 
Makassar Kecamatan Panakukang Kelurahan Paropo. 
  
4.1.5 Sejarah Singkat Kota Makassar Kecamatan Panakukang 
Kelurahan Paropo 
Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kota di lingkungan 
Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-
undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah 
Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 Selanjutnya Kota 
Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah 
Tingkat II Kotamadya Makassar. Kota Makassar yang pada tanggal 31 
Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya 
dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi 
sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan 
Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
51 Tahun1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya 
Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan 
menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 
Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang 
menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung 
DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan 
budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. 
Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaimana 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Makassar terbagi menjadi 14 
Kecamatan yang meliputi 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Salah 
satunya Kecamatan Panakukang Kelurahan Paropo 136.555 jiwa 
(10,73%). 
 
 4.1.6 Visi dan Misi Kota Makassar  Kecamatan Panakukang 
Kelurahan Paropo 
Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian Visi 
jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembanguan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005- 2025 , yakni 
“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa 
yang berorientasi Global, Berwawasan Lingkungandan Paling Bersahabat” 
adalah bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar 
Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni “Makassar 
Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, 
sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah 
dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah 
pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka Visi Kota Makassar 
sebagaimana diamanatkan dalam 58 Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 6 tahun 2009 adalah “Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas 
Kearifan Lokal”. Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : Pertama , 
yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar 
lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam 
pergaulan regional , nasional dan global. Kedua, yakni jiwa dan semangat 
untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang 
telah dibangun sebelumnya, ditandai denganketerbukaan untuk menerima 
perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-nilai 
yang menjadi warisan sejarah masa lalu. Selanjutnya Visi jangka panjang 
tersebut dijabarkan dalam visi 5 (lima) tahunan Pemerintah Kota 
Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap 
konsistensi Pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan 
arah pembangunan. 
Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta 
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi 
Makassar Kawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai 
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budaya yang menunjang tinggi harkat dan martabat manusia, maka 
dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut : 
“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat 
dan Manusiawi”. Visi tersebut mengandung makna : 
1. Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh 
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan 
dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun 
perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan 
kualitas lingkungan hidupnya 
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap 
bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar; 
3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan 
merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan 
dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti 
dan relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK); 
4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan 
ini dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota 
dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri 
kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia 
dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan 
manusia dengan alam. Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar 
Tahun 2010 yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung 
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terwujudnya Visi Kota Makassar Tahun 2025, maka dirumuskan Misi 
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut: 
5. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi 
kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional. 
Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi 
potensi lokal; 
a. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan 
pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat; 
b. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai 
agama berbasis kemajemukan masyarakat; 
c. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan 
berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur; 
d. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib 
lingkungan; 
e. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik. 
 
4.1.7 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 
Dalam mengembang Misi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, 
maka Pemerintah Kota Makassar menetapkan strategi dasar 
pembangunan yakni “Meningkatkan pelayanan yang efesien dan efektif 
untuk mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik, mempercepat 
terwujudnya Kota Makassar sebagai pusat keunggulan pengembangan 
ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang intinya 
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mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas”. Sesuai 
dengan strategi dasar tesebut, maka dalam rencana startegis (Renstra) 
yang telah disempurnakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Makassar, dirumuskan 
pokok- pokok kebijakan yang menjadi acuan dalam menetapkan program 
dan kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu : 
1. Pembangunan Kualitas Manusia; 
2. Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah; 
3. Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan; 
4. Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 
5. Pembangunan Politik Hukum dan HAM 
 
4.1.8 Pemerintahan 
Secara administrasi, Kota Makassar terbagi menjadi 14 Kecamatan 
yang meliputi 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Dengan luas wilayah 
175,77 km², dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas wilayah 
yang sangat besar yaitu 48,22 km² atau luas kecamatan tersebut 
merupakan 27,43% dari seluruh luas wilayah Kota Makassar dan 
Kecamatan Mariso merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil 
yakni 1,82 km² atau 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar. Untuk 
kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibukota Makassar adalah 
kecamatan Biringkanaya dengan jarak 12 km sedangkan yang terdekat 
dari Ibukota adalah kecamatan Makassar. Mengenai jumlah penduduk, 
pada tahun 2007 kota Makassar memiliki penduduk sebanyak 1.235.239 
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jiwa, meningkat pada tahun 2008 sebanyak 1.253.656 jiwa dan pada 
tahun 2009 sebanyak 1.272.349 jiwa. Laju pertumbuhan kota Makassar 
dari tahun 2000-2009 yakni 1,63%. Rasio antara penduduk dengan jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan adalah 92,17% dimana jumlah laki-laki 
sebanyak 610.270 jiwa dan perempuan 662.079 jiwa. Konsentrasi 
kepadatan penduduk berada di kecamatan Tamalate dengan jumlah 
penduduk 154.464 jiwa sementara kecamatan yang paling sedikit jumlah 
penduduknya adalah kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah 29.064 
jiwa. 
Jumlah aparatur negara khususnya pegawai negeri sipil kota 
Makassar baik golongan I pada tahun 2007 sebanyak 113 dan pada tahun 
2008 meningkat menjadi 121 orang, golongan II pada tahun 2007 
sebanyak 1.371 dan menurun menjadi 1.352 orang pada tahun 2008, 
golongan III sebanyak 7.017 orang pada tahun 2007 dan meningkat 
sebanyak 8511 orang di tahun 2008 sedangkan golongan IV pada tahun 
2007 sebanyak 3.035 orang dan meningkat menjadi 3.779 orang di tahun 
2008. Dari keempat golongan PNS tersebut terdapat 24 orang yang 
bereselon II ditahun 2007 dan tahun 2008 menurun akibat adanya 
perampingan struktur sehingga menjadi 21 orang. Untuk Eselon III 
sebanyak 128 orang ditahun 2007 dan menurun menjadi 110 orang 
ditahun 2008, sedangkan untuk eselon IV sebanyak 9496 orang ditahun 
2007 dan meningkat ditahun 2008 menjadi 10.453 orang. Jumlah eselon 
ini ditempatkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 
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bentuk Dinas sebanyak 14 lembaga tahun 2007 dan meningkat menjadi 
17 lembaga tahun 2008, kantor sebanyak 5 lembaga, badan berjumlah 3 
buah di tahun 2007 dan meningkat menjadi 5 badan hasil dari pemekaran 
Badan BPM dan KB.  
Unit Pelaksana Teknis (UPTD) sebanyak 20 lembaga dan dikoordinir 
oleh 3 Asisten. Kota Makassar yang bukan hanya sebagai pintu gerbang 
juga sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia berpeluang 
dalam pengembangan khususnya pelayanan pada sektor perhubungan 
laut dan udara yang telah giatnya melakukan sinergitas antar sektor-
sektor baik pada bidang perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, 
perindustrian, pertanian dan perkebunan yang akan memacu 
perkembangan roda ekonomi Makassar. 
 
4.1.9 Implementasi Peraturan Daerah Kecamatan Panakukang 
Kelurahan Paropo Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
Pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Makassar 
menimbulkan ketimpangan dalam proses tenaga kerja dewasa ini 
disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dan lapangan 
kerja yang tersedia. Bekerja di sektor informal merupakan pilihan 
pekerjaan yang dianggap mampu mengangkat derajat masyarakat 
ekonomi lemah, paling tidak sektor ini sudah banyak menampung tenaga 
kerja yang awalnya sebagai pengangguran bahkan sebagai anggota 
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masyarakat urban kemudian berinteraksi di perkotaan umumnya bekerja 
pada sektor informal. 
Keberadaan pedagang kaki lima selain memberikan keuntungan, 
juga menimbulkan berbagai permasalahan baik dari segi penataan kota 
maupun kebersihan, keamanan dan ketertiban. Pada dasarnya Pedagang 
kaki lima diberi tanggung jawab masing-masing untuk menjaga 
kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan/ketertiban dan kerapian 
disekitar wilayah tempat mereka berjualan. Hal ini sejalan dengan apa 
yang diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang menyatakan 
bahwa “setiap pedagang kaki lima bertanggung jawab terhadap 
kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan/ketertiban dan kerapian 
disekitar wilayah tempat tersebut ”.  
 
a. Upaya Pemerintah Dalam Mengefektifkan Implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima. 
Keberadaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan khusus 
pedagang kaki lima termasuk pedagang kelana dan pedagang asongan di 
daerah, merupakan salah satu potensi/sosial ekonomi masyarakat yang 
telah memberikan peranan yang cukup berarti dalam Pembangunan 
Daerah. Sebagian dari kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh para 
pedagang kaki lima dengan harga yang relative murah dan terjangkau 
oleh kemampuan daya beli masyarakat kecil. Kehadiran para pedagang 
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kaki lima telah menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga 
kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Namun kegiatan 
usaha mereka pada umumnya belum tertata dan terarah dengan baik, 
sehingga kehidupannya masih penuh ketidakpastian serta terkadang 
menimbulkan pula gangguan keamanan lalu lintas, kebersihan dan 
keindahan lingkungan dan sebagainya. Kenyataan menunujukkan bahwa 
munculnya ketidakpatuhan pedagang kaki lima baik dari segi perizinan 
dan tempat usaha telah memunculkan permasalahan bagi pengguna jalan 
raya. Apalagi tempat usaha yang di bangun di atas trotoar yang 
sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pengunjung atau konsumen 
yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan sering kali menimbulkan 
kemacetan lalu lintas. 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Syaraifuddin selaku Kasi 
pemerintahan dan TranTib Kecamatan Rappocini menuturkan bahwa; 
“Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam 
mengefektifkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut;. 
Upaya Preventif 
a) Sosialisasi Hukum. Upaya yang sering digunakan oleh 
pemerintah adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi dilakukan 




b) Penggusuran. Penggusuran Pedagang Kaki Lima terpaksa 
dilakukan ketika sudah diberikan surat teguran dan tidak 
diindahkan. Upaya ini adalah tindakan terakhir yang 
dilakukan setelah pemberian surat teguran dan negosiasi 
dengan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah 
tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Penggusuran ini sangat berdasar secara konstitusi karena 
pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tempat 
pedagang kaki lima. Apalagi keberadaan tempat pedagang 
kaki yang berdiri di atas trotoaryang merupakan wilayah 
terlarang dari berbagai bentuk usaha/berdagang sehingga 
wajib dilakukan penggusuran ketika pedagang kaki lima 
tidak ingin direlokasi ke tempat atau kawasan terpadu yang 
disediakan oleh pemerintah”. 
 
b. Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima.  
Berdasarkan Penelitian dan pengumpulan data di lapangan kendala – 
kendala yang di hadapi pemerintah dalam mengefektifkan peraturan 
daerah nomor 10 Tahun 1990 sebagai berikut : 
1. Kendala Internal 
- Ketidakseriusan Pemerintah. 
Ketidakpatuhan pedagang kaki lima yang terus berjualan di atas trotoar 
tidak dapat disalahkan secara sepihak karena hal tersebut bukan hanya 
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disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran pedagang tetapi tidak 
terlepas dari ketidakseriusan pemerintah itu sendiri.seandainya 
pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk mengiplementasikan 
peraturan tersebut maka pemerintah akan meningkatkan penegakan 
hukum dengan memberlakukan sanksi pidana dan perdata. 
2. Kendala Eksternal 
Kendala dalam mengefektifkan pelaksanaannya di masyarakat. 
-Kurangnya Kesadaran Pedagang Kaki Lima.  
Pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan. Olehnya itu, ketika pemerintah berkeinginan untuk 
melakukan pembinaan dan penataan seharusnya pedagang kaki lima ikut 
berkontribusi tetapi karena kurangnya kesadaran pedagang terhadap 
aturan yang mengikatnya dalam menjalankan usaha sehingga seringkali 
pedagang kaki lima bertolak belakang dengan pemerintah dan aturan. 
Implementasi kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan 
pemikiran yang rasional dan proporsional. Logikanya pemerintah dalam 
mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi, relokasi tersebut adalah 
pemerintah berupaya mencari win-win solution atas permasalahan PKL. 
Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan 
tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan 
keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah. Pemberdayaan PKL 
melalui relokasi tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya 
dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang 
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disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. 
Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemkab dapat menarik 
restribusi secara dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan 
tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah.  
Pemerintah Kota mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain: 
1) Pedagang kaki lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah 
disediakan berupa kios-kios 
2) Kios-kios tersebut disediakan secara gratis 
3) Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi 
4) Bagi pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari 
setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
Dengan demikian, Pemerintah kota menganggap kebijakan relokasi 
tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan 
PKL. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, 
pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, 
pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, 
bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa 
telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani 
keberadaan PKL. Pemerintah Kota merasa telah melakukan yang terbaik 
bagi para PKL. Namun, Pasca relokasi tersebut, beberapa pedagang kaki 
lima yang diwadahi dalam suatu paguyuban melakukan berbagai aksi 
penolakan terhadap rencana relokasi ini.  
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Kebijakan Relokasi ini tidak dipilih karena adanya asumsi 
bahwa     ada kepentingan dalam kebijakan ini yaitu: 
1) Dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah cenderung 
bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan 
persoalan. 
Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakan atau 
dilibatkannya perwakilan pedagang kaki lima ke dalam tim yang 
‘menggodok’ konsep relokasi. Tim relokasi yang selama ini 
dibentuk oleh Pemerintah hanya terdiri dari Sekretaris Daerah, 
Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi serta Dinas Pengelolaan pasar  
2) Adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang 
masalah antara pemerintah dengan PKL tanpa disertai adanya 
proses komunikasi timbal balik diantara keduanya. 
Model Implementasi kebijakan dari Grindle lebih menekankan 
pada makna implementasi kebijakan sebagai proses administrasi 
dan politik, yaitu lebih memperhitungkan realita-realita kekuasaan 
atas kemampuan kelompok yang dominan dan berpengaruh. 
Implementasi  kebijakan menurut Grindle  bukanlah sekedar 
bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-
keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-
saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan 
juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa 
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memperoleh apa dari suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi 
dari suatu kebijakan sangat ditentukan dari derajat 
implementability dari suatu kebijakan (yaitu kemampuan kebijakan 
tersebut untuk diimplementasikan). 
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam Implementasi Kebijakan 
Publik yaitu 
a. Perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan 
yang bertanggungjawab atas suatu program berikut 
pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran. 
b. Berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang 
langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang 
terlibat dalam program 
c. Dampak (yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan) 
terhadap program berikut. 
Jadi, Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan dasar, 
misalnya dalam bentuk undang-undang (articulation), namun dapat 
pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 
Implementasi menjadi penting karena kebijakan public itu pada 
dasarnya dan seringkali dirumuskan/dinyatakan secara garis besar 
saja yang beris tujuan/sasaran dan saran pencapaiannya. Kebijakan 
tanpa implementasi, hanyalah berupa tumpukan berkas dan arsip 
yang tidak berguna. 
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Dengan menggunakan implementasi kebijakan dari Grindle, peneliti 
akan mencoba melihat pola kebijakan yang diaplikasikan PemKot 
Makassar dalam melakukan penataan PKL. Secara lebih  mendalam 
model implementasi kebijakan ini juga akan sangat  membantu untuk 
melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan sudah cukup mendukung pada tataran pelaksanaan 
kebijakan pembinaan PKL di kecamatan panakukkang kelurahan 
paropo. 
 
c. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan 
Implementasi Kebijakan. 
1. Konten (isi) kebijakan penataan PKL 
Penjelasan mengenai isi kebijakan penataan PKL terkait dengan 
beberapa hal, yaitu;  
a. Pihak yang kepentingannnya dipengaruhi oleh kebijakan 
penataan PKL 
b. Manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan penataan PKL 
c. Jangkauan perubahan yang  diharapkan 
d. Letak pengambilan keputusan 
e. Pelaksana-pelaksana kebijakan dan 
f. Sumber-sumber yang dapat disediakan.  
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Terkait dengan konten isi dari kebijakan penataan PKl ini, 
peneliti akan memaparkan dan selanjutnya juga akan menganaliisis 
tersebut.  
a. Pihak-Pihak yang kepentingannya dipengaruhi 
Suatu kebijakan yang dijalankan selalu memberikan 
pengaruh terhadap publik atau masyarakat, maupun juga terhadap 
kelompok-kelompok (pihak-pihak) tertentu. Kebijakan penataan PKL 
merupakan salah satu kebijakan yang dirancang untuk menciptakan 
keamanan dan ketertiban di kota Makassar. Perwujudan kebijakan 
penataan PKL tersebut tentunya memberi implikasi terhadap 
berbagai pihak kepentingan. 
Ada 3 pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam 
kebijakan penataan PKL. Pihak-pihak tersebut yang pertama adalah 
pihak-pihak yang berada di lingkungan pemkot Makassar, yang 
memiliki tanggungjawab dalam melakukan penataan terhadap PKL. 
Kedua adalah masyarakat umum yang secara langsung dan tidak 
langsung menjadi pihak yang menerima manfaat. Dan ketiga adalah 
para PKL yang menjadi sasaran dalam kebijakan penataan PKL. 
 
d. Manfaat Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
Manfaat merujuk kepada segala sesuatu yang oleh 
masyarakat, atau pemimpin-pimimpin kelompok masyarakat, 
dipandang sebagai sesuatu yang dikehendaki. Suatu kebijakan yang 
dimaksudkan untuk member manfaat kolektif biasanya akan lebih 
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siap untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan 
yang manfaatnya partikularistik (untuk sebagian orang). Begitupun 
halnya dengan kebijakan yang dirancang untuk manfaat jangka 
panjang jauh lebih sekedar untuk diimplementasikan bila 
dibandingkan dengan kebijakan yang dirancang untuk memberikan 
atau membuahkan manfaat-manfaat langsung kepada kelompok 
sasaran. 
 
e. Pelaksanaan kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
Dimensi lain yang harus dipertimbangkan dalam kontens 
kebijakan adalah kualitas dari para pelaksana kebijakan 
(implementing agency) yang akan mengahantarkan kebijakan 
kepada masyarakat. Menurut Ripley dan Franklin, birokrasi publik 
(pemerintah) selama ini telah dianggap sebagai faktor utama dalam 
implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu, menurut mereka perlu 
diperhatikan aspek-aspek kritis dari birokrasi kebijakan yang akan 
menangani mandat publik. 
Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh 
bagaimana birokrasi publik mampu melaksanakan tugas dan 
fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi 
adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara 
efektif adan efisien, karena selama ini birokrasi diidentikan dengan 
kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun, penuh dengan 
kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tak ada standar yang pasti. 
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Akuntabilitas dan responsibilitas publik pada hakekatnya 
adalah standar professional aparat pemerintah dalam memberikan 
pelyanan kepada masyarakat. Secara praktis, akuntabilitas dan 
responsibilitas publik dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai 
kinerja aparat. 
f. Konteks (Lingkungan) Implementasi Kebijakan 
Mengkaji masalah implementasi suatu kebijakan, berarti 
berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 
suatu kebijakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-
peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses 
pengesahan suatu kebijakan, baik itu yang menyangkut usaha-usaha 
untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk 
memberikan dampak tertentu kepada masyarakat. Untuk memahami 
bagaimana proses pengadministrasian suatu kebijakan, maka perlu 
kiranya untuk melihat konteks (lingkungan) dalam mana kebijakan 
tersebut dilangsungkan, pengkajian terhadap lingkungan 
implementasi kebijakan ini berkenaan dengan faktor-faktor 
lingkungan apa saja yang membuat suatu kebijakan gagal atau 
berhasil diimplementasikan. Mengenai hal ini, Grindle memaparkan 
bahwa lingkungan implementasi kebijakan yang perlu untuk dikaji 
adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, 
karakteristik lembaga (rezim) dan kepatuhan serta daya tangkap.  
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Jika kerja Dinas Pasar dan instansi terkaitnya lemah, maka 
PKL akan tetap menumpuk di kawasan yang sebelumnya ditertibkan. 
Karena apa yang menjadi kerja PKL adalah menyangkut 
keberlangsungan hidup mereka. PKL tetap akan mencari tempat 
dimana bisa berdagang. 
Harus diakui bahwa upaya menata PKL dan menertibkan 
bangunan liar di Kota bukanlah hal yang mudah namun tiada 
masalah kecuali pasti ada solusinya. Memang, Pemerintah Kota 
pada akhirnya tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan 
PKL ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat 
kota bahkan stake holder dari kota-kota yang lain terkait arus 
urbanisasi namun tetap saja kunci pertama adalah keseriusan dan 
konsistensi yang harus ditunjukkan oleh Pemerintah Kota dalam 
mengawal program-program terkait PKL ini. 
Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan 
Pemerintah kota dalam menangani PKL ini adalah : 
1. Mengawali dengan paradigma bahwa PKL bukanlah semata-mata 
beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. Tetapi, 
PKL juga punya hak hidup dan mendapatkan penghasilan secara 
layak, namun tentunya alasan seperti ini jangan sampai digunakan 
pedagang untuk berdagang tanpa mematuhi aturan karena tidak 
semua lokasi bisa dipakai sebagai tempat usaha. Pemkot tetap 
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harus tegas namun tentunya ini membutuhkan komunikasi dengan 
penuh keterbukaan. 
2. PKL sesungguhnya juga merupakan aset dan potensi ekonomi 
jika benar-benar bisa dikelola dengan baik. Paradigma ini akan 
berimplikasi pada cara pendekatan Pemkot ke PKL yang selama 
ini dianggap sangat represif-punitif yang justru melahirkan 
perlawanan dan mekanisme “kucing-kucingan” yang sama sekali 
tidak menyelesaikan masalah. 
3. Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak 
disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL 
di perkotaan. Konsep perencanaan ruang perkotaan (RT/RW) 
yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan 
sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan 
cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal 
termasuk PKL. Kawasan yang dikhususkan untuk PKL telah 
terbukti menjadi solusi dibeberapa tempat di Indonesia. Bahkan 
bisa menjadi alternative tempat wisata jika dimodifikasi dengan 
hiburan yang menarik perhatian masyarakat. 
4. Pemerintah Kota harus memiliki riset khusus secara bertahap 
untuk mengamati dan memetakan persoalan PKL, pasang-surut 
perkembangan PKL serta bangunan liar di berbagai wilayah kota, 
sehingga bisa meletakkan argumen logis untuk aktivitas 
berikutnya. Sehingga model pembinaan ke PKL bisa beragam 
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bentuknya dan tidak mesti dalam bentuk bantuan modal. Model 
pembinaan PKL dari Pemkot yang memang sudah berjalan dan 
dirasakan efektif mungkin bisa dilanjutkan tinggal bagaimana 
memperkuat pengawasan implementasi di lapangan karena masih 
banyak keluhan indikasi lemahnya pengawasan penyimpangan. 
5. Pemerintah Kota harus membuka diri untuk bekerja sama dengan 
elemen masyarakat dalam penanganan masalah PKL ini. Semisal 
LBH dan beberapa LSM atau pihak akdemis mungkin bisa 
dilibatkan untuk melakukan riset pemetaan persoalan PKL dan 
advokasi ke mereka. Beberapa Ormas bahkan Parpol pun bisa 
berperan dalam hal pembinaan ke mereka sehingga PKL ini 
benar-benar menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. 
6. Pemerintah Kota harus memastikan payung hukum (Perda) yang 
tidak menjadikan PKL sebagai pihak yang dirugikan. Pelibatan 
semua elemen yang terkait baik itu masyarakat, pengusaha, 
dewan, dinas terkait dan elemen yang lain dengan semangat 
keterbukaan justru akan menjadikan kebijakan pemkot didukung 
dan dikawal implementasinya oleh banyak kalangan. 
7. Pemerinyah Kota juga harus berani mengawal regulasi terkait 
penyediaan 10 % area bagi tiap-tiap tempat pembelanjaan seperti 
Mall atau supermarket yang dikhususkan untuk PKL. Tentunya 
Pemerintah kota harus memfasilitasi sehingga antara pihak PKL 
dan Pengusaha bisa sama-sama tidak dirugikan. 
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8. Penertiban terhadap PKL liar mestinya harus dilakukan dengan 
pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan dan bukan 
pendekatan represif yang justru memicu perlawanan dan tidak 
boleh terkesan tebang pilih karena bisa memicu kecurigaan 
masyarakat tentang adanya tekanan politis dari kekuatan tertentu 
yang mengarahkan penertiban hanya pada komunitas tertentu. 
9. Selain penerapan Kebijakan penertiban terhadap PKL, 
Pemerintah kota juga harus berani melakukan penertiban kepada 
komunitas lain yang memang juga melanggar aturan tata tertib 
kota semisal sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum 
(SPBU) yang menempati jalur hijau kota, dan bangunan-bangunan 
komersial yang melanggar garis sempadan.  
10. Pemerintah Kota juga harus punya langkah preventif berupa 
pencegahan arus urbanisasi agar tidak kelewat batas atau 
melebihi kemampuan daya tampung kota. korban pembangunan 
kota metropolitan.  
 Kota Makassar dibangun cenderung bagaimana kepentingan 
kepala daerahnya, baik Wali kotanya maupun gubernurnya. Akibatnya, 
kota sangat rentan terhadap tekanan kepentingan modal (kapital). Faktor 
lain yang harus dibenahi adalah lemahnya kesiapan kelembagaan dan 
tumpang tindihnya kepentingan masing-masing instansi. Selain itu, 
kepemimpinan dalam pengelolaan sistem transportasi perkotaan menajdi 
sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi. Biaya 
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pembangunan transportasi perkotaan yang di korupsi sudah “jamak” 
dilakukan di negeri ini sehingga kualitas dan kuantitasnya sangat jauh dari 
yang diharapkan. 
 Jadi, kebijakan publik disebut pula serangkaian keputusan yang 
diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau 
badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor politik dalam 
rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan 
seluruh mayarakat. Perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi 
birokrasi publik bukan hanya karena merupakan kebutuhan, guna semakin 
menjamin untuk pencapaian tujuan seiring dengan berkembangnya 
tuntutan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada publik, 
birokrasi publik hendaknya berorientasi pada pelanggan, yakni kepuasan 
pelanggan menjadi orientasi utama pelayanan publik. Implementasi 
kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan 
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-
prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia 
menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh 
siapa. 
 
4.1.10 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota 
Makassar 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota 
Makassar dibentuk berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2005 Tentang 
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Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
Mengingat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, diperlukan adanya penyempurnaan kelembagaan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan 
proporsional, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Dinas Koperasi, 
Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Makassar dan Dinas Penanaman 
Modal Kota Makassar dipandang perlu ditetapkan. Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar terletak di jalan 
Rappocini Raya nomor 219. Walaupun lokasinya tidak berada dalam satu 
kawasan dengan gabungan dinas, namun jarak antara dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dengan gabungan 
Dinas Hanya sekitar 4 km. 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal 
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Penanaman Modal Kota Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, 
membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perindustrian, 
perdagangan dan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang perindustrian, 
perdagangan, koperasi dan penanaman modal; 
b. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, 
perdagangan, koperasi dan penanaman modal; 
c. pelaksanaan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di 
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman 
modal; 
d. pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, 
perdagangan, koperasi dan penanaman modal; 
e. pembinaan unit pelaksana teknis. Susunan Organisasi Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal 
terdiri dari : 
1. Kepala Dinas; 
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 
c. Bidang Perindustrian terdiri dari : 
1. Seksi Usaha Industri dan Bimbingan Produksi; 
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Industri. 
d. Bidang Perdagangan terdiri dari : 
1. Seksi Usaha Perdagangan; 




e. Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 
1. Seksi Pengkajian; 
2. Seksi Promosi dan Kemitraan. 
f. UPTD.Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas pokok sesuai kebijaksanaan Walikota dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, 
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas 
Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidangperindustrian, 
perdagangan, koperasi dan penanaman modal; 
b. perencanaan dan program di bidang perindustrian, 
perdagangan, koperasi dan penanaman modal; 
c. pembinaan teknis administrasi dibidang perindustrian, 
perdagangan, koperasi dan penanaman modal; 
d. pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di 
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman 
modal; 
e. pengendalian teknis operasional di bidangperindustrian, 
perdagangan, koperasi dan penanaman modal. 
f. pembinaan unit pelaksana teknis dinas. Bidang Perindustrian 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan usaha industri. Tugas bidang Perindustrian 
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berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Tentang Uraian 
Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perindustian, 
Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar : 
1. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan pengembangan usaha industri. 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 
Perindustrian menyelenggarakan fungsi : 
a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan 
pengawasan usaha di bidang industri; 
b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis 
pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Kawasan 
Industri; 
c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan 
dan pengembangan sarana dan usaha industri serta 
bimbingan produksi; 
d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis 
peningkatan dan pengawasan mutu hasil produksi, 
penerapan standar industri, diversifikasi dan inovasi produk; 
e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis 
penyelenggaraan promosi dan bimbingan teknis dalam 
rangka peningkatan kemampuan teknologi industri; 
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f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis 
penyelenggaraan kemitraan, industri kecil menengah dan 
besar dengan sektor ekonomi lainnya; 
g. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 
kegiatan; 
h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis serta 
pemantauan penanggulangan pencemaran; 
i. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kapasitas 
IPTEK dan sistem produksi; 
j. melaksanakan penyiapan bahan program penataan struktur 
industri; 
k. pengelolaan administrasi urusan tertentu. Dalam Peraturan 
Walikota Makassar Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural 
Pada Dinas Perindustian, Perdagangan dan Penanaman 
Modal Kota Makassar Bidang Perdagangan mempunyai 
tugas pokok Bidang melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan sarana dan usaha perdagangan, 
pendaftaran perusahaan serta penyuluhan terhadap 
Pedagang Kaki Lima (PK-5). 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 
Perdagangan menyelenggarakan fungsi : 
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1. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
pendaftaran perusahaan, pembinaan dan pengembangan 
usaha perdagangan, sarana dan prasarana perdagangan; 
2. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam rangka 
pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan di bidang 
perdagangan; 
3. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
pembinaan, penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima (PK-
5) dan penerbitan perizinan di bidang perdagangan; 
4. penyiapan bahan rencana dan program pembinaan terhadap 
pendaftaran perusahaan; 
5. penyiapan bahan bimbingan dan penyelenggaraan wajib 
daftar perusahaan (WDP); 
6. pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
 
4.1.11 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban 
umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; 
b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum di daerah; 
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c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Walikota; 
d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan 
Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; 
e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati 
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; 
f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaankeuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
g. pelaksanaan kesekretariatan. Susunan Organisasi Satuan Polisi 
Pamong Praja, terdiri atas : 
a. Kepala Satuan; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas : 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. 
c. Bidang Operasi, terdiri atas : 
1. Seksi Penertiban; 
2. Seksi Pengamanan dan Samapta; 
d. Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimmas), terdiri atas : 
1. Seksi Penyuluhan; 
2. Seksi Pembinaan. 
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e. Bidang Penegakan Hukum, terdiri atas :  
1. Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan; 
2. Seksi Penyidikan dan Penindakan. 
 
4.1.12 Pedagang Kaki Lima Kota Makassar Kecamatan Panakukang 
Kelurahan Paropo 
Gambaran pedagang kaki lima di Kota Makassar pada umumnya 
hampir sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Hanya saja ketika dilihat 
dari aspek kebudayaan maka kita temukan bahwa pedagang kaki lima di 
Kota Makassar yang terletak di Kecamatan Panakukang Kelurahan 
Paropo lebih keras dan susah diatur dibandingkan kota lain. Sehingga 
pemerintah membutuhkan usaha ekstra dalam hal panataan pedagang 
kaki lima di Kota Makassar Kecamatan Panakukang Kelurahan Paropo. 
Tabel 4.1 
Jumlah Pedagang Kaki Lima Jalan Abdul Dg. Sirua 
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang 








1. Rangga Gorengan Makanan 15.00-24.00 SMK 
 








1. Wawan Baju Kaos Pakaian 17.00-02.00 Mahsiswa 







Gambar Dokumentasi dari Pedagang Kaki Lima Jalan Abdul Dg. 
Sirua Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang 
  
PKL Makanan Gorengan     PKL Pakaian Baju Kaos 
 
Tabel 4.2 
Jumlah Pedagang Kaki Lima Jalan Batua Raya  
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang 
No Nama 
PKL 






1. Ani Pizza Makanan 16.00-22.00 Mahasiswa 
2. Jumria Pisang 
Goreng 
Makanan 16.00-23.00 Mahasiswa 
3. Ardi Gorengan Makanan 17.00-24.00 Tidak Sekolah 
4. Samiyem Siomay Makanan 09.00-17.00 SMP 













Gambar Dokumentasi dari Pedagang Kaki Lima Jalan Batua 
Raya Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang 
 
  
PKL Pizza   PKL Pisang Goreng 
                     
PKL Gorengan               PKL Siomay 
 
Tabel 4.3 
Jumlah Pedagang Kaki Lima Jalan Toddopuli Raya Timur  
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang 
NO Nama 
PKL 






1. Fahri Martabak Makanan 18.00-23.00 SMK 
2. St. Hasna Putu 
Cangkir 
Makanan 07.00-22.00 Tidak Sekolah 













1. Sofyan Baju Kaos Pakaian 16.00-23.00 S1 Ekonomi 
Sumber Data : Hasil Penelitian Penulis pada Kelurahan Paropo 
 
Gambar 4.3 
Gambar Dokumentasi dari Pedagang Kaki Lima Jalan Toddopuli 
Raya Timur Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang 
 
  
PKL Makanan Martabak           PKL Makanan Putu Cangkir 
                                             











Jumlah Pedagang Kaki Lima Jalan Toddopuli Raya  
Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang 
NO Nama 
PKL 






1. Husain Martabak Makanan 18.30-01.00 Kuliah 
2. Muklis Ayam 
Goreng 
Makanan 17.00-02.30 SMA 
Sumber Data : Hasil Penelitian Penulis pada Kelurahan Paropo 
Gambar 4.4 
Gambar Dokumentasi dari Pedagang Kaki Lima Jalan Toddopuli 
Raya Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang 
 
    
PKL Martabak    PKL Ayam Goreng 
 
Saat ini hampir semua Pedagang kaki lima yang melanggar telah di 
kenakan sanksi, baikberupa sanksi administrative maupun tindakan. 






4.2 Gambaran Umum Program Instansi Pemerintah Dalam 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar  
Adanya peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima yaitu 
Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012, Perda Kota Makasar nomor 10 
tahun 1990 dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 22 tahunn 
2002 mendorong adanya tindakan dari pemerintah khususnya pemerintah 
Kota Makassar untuk membuat suatu program khusus. Mengingat 
kegiatan utama pada tahap implementasi adalah mengoperasionalkan 
kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposal) atau 
proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran 
program. Program yang sampai saat ini masih berjalan dalam hal 
pembinaan pedagang kaki lima di Dinas Perindustian dan Perdagangan 
Kota adalah Pembinaan pedagang kaki lima. Program ini diadakan sejak 
2009 dan masih berlanjut sampai saat ini.  
Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 
pembekalan kepada pedagang kaki lima sehingga diharapkan nantinya 
pedagang kaki lima ini dapat menjadi pedagang yang formal. Pada 
dasarnya program yang diadakan masih merupakan tugas pokok dari 
bidang perdagangan yang tercantum dalam peraturan Walikota Makassar 
tentang urain tugas dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman 




Dari Hasil wawancara dengan bapak Ismail Tallu Rahing selaku 
Kepala Bidang Perdagangan Disperindag menuturkan bahwa;  
“Program yang bertujuan memberikan pemahaman dan pembekalan 
ini, rutin diadakan sebulan dua kali, dengan melakukan pendataan 
dan mengundang sekitar seratus pedagang kaki lima setiap 
pertemuannya, biasanya dilakukan pertemuan di hotel, alasannya 
karena wilayah cakupan pedagang kaki lima yang luas dan tidak 
menentu sehingga sulit untuk melakukan pertemuan langsung 
dilapangan. Adapun sumber dana yang digunakan untuk program ini 
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah”. (Sumber 
Informan: Kepala Bidang Perdagangan di Disperindag Kota 
Makassar, Rabu 29 Agustus 2016). 
Melihat urgensi dari program ini terutama disebabkan oleh semakin 
sempitnya jalan akibat aktifitas pedagang kaki lima, pihak pemerintah 
hendaknya tidak sekedar melakukan pembinaan ketika saat pertemuan. 
Pihak pemerintah hendaknya langsung untuk mensosialisasikan dengan 
turun ke lapangan, melihat keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah 
diakses dan hanya berlokasi tidak jauh dari pusat fasilitas publik dan pusat 
keramaian, seperti Kecamatan Panakukang Kelurahan Paropo yaitu di 
Jalan Abdullah Dg. Sirua, Jalan Batua Raya, Jalan Toddopuli Raya dan 
Jalan Toddopuli Raya Timur. Ditambah lagi pada proses pendataan untuk 
mengajak pedagang kaki lima untuk berkumpul disuatu tempat bisa 
dimanfaatkan oleh pihak pemerintah untuk secara langsung 
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mensosialisasikannya dengan bekerjasama dengan pihak kecamatan dan 
kelurahan. Adapun proses pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan 
oleh dinas Perindag berpedoman pada Permendagri Nomor 41 tahun 
2012, pada pasal 51 ayat 1 dan 2, yaitu;  
1. Bupati atau walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan 
kegiatan penataan dan pemberdayaan pk-5 di kabupaten/kota. 
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi: pendataan pk-5 
a. koordinasi dengan Gubernur; 
b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pk-5; 
c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan pk-5; 
d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan 
pemberdayaan pk-5; 
e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada pk-5; 
Berdasarkan hasil penelitian, dinas Perindustrian dan Perdagangan 
bekerjasama dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan 
pendataan di tiap wilayah kerja masing-masing. Melihat wilayah cakupan 
pedagang kaki lima yang luas dan banyaknya pedagang musiman serta 
adanya aktfitas pedagang kaki lima yanmg dimulai malam hari berdampak 
pada sulit dilakukan pendataan pedagang kaki lima. 
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar Luthfi, S.H Selaku 
Bapak Kelurahan Paropo; 
”Di Kelurahan Paropo melakukan pembinaan terhadap masyarakat 
yaitu dengan mengadakan program ‘Sentuh Hati’. Dimana kegiatan 
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program ini yaitu dengan mengumpulkan 20 orang PKL perhari untuk 
melakukan sharing sekaligus, maka pihak kelurahan berhak 
melakukan penggusuran . Pihak Kelurahan akan mengirimkan surat 
ke kantor satpol pp untuk melakukan penggusuran PKL untuk 
menetibkan badan jalan. Seperti di Jalan Meranti sudah pernah 
dilakukan penggusuran adapun kendala-kendala yang dialami yaitu 
apabila datang masyarakat yang profesinya sebagai PKL 
menggunakan tempat jalan atas dasar hanya untuk mencari nafkah 
untuk kebutuhan keluarganya.biasanya dengan alasan seperti itu 
pihak kelurahan berat untuk menggusur“. (Sumber Informan, 
Kamis,15 july 2016). 
Pasal 9 permendagri Nomor 41 Tahun 2012 ayat (2) tahapan dalam 
melakukan pendataan pk-5 dilakukan bersama aparat kelurahan dengan 
cara antara lain: 
a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; 
b. memetakan lokasi; dan 
c. melakukan validasi/pemutakhiran data. 
Pasal 10 ayat (1) Pendataan pk-5 sebagaimana dimaksud dilakukan 
berdasarkan: 
a. identitas pk-5; 
b. lokasi pk-5; 
c. jenis tempat usaha; 
d. bidang usaha; dan 
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e. modal usaha. 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dalam 
melakukan pendataan pedagang kaki lima mengacu pada peraturan 
Menteri tersebut di atas. Namun masalah selanjutnya yang terjadi di 
lapangan adalah ketika telah dilakukan pendataan ada saja pedagang 
baru yang berusaha untuk berjualan, sehingga mereka termasuk 
pedagang ilegal. Yang demikian seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh 
pihak pemerintah dalam hal ini dinas Perindag dimana ketika ada 
pedagang baru di lokasi yang telah dilakukan pendataan untuk 
mendaftarkan diri atau membuat surat izin usaha.  
Sebenarnya ini telah dijelaskan dalam pasal 4 Kepwali 44 tahun 
2002 dimana untuk dapat berjualan pada tempat pelataran selain yang 
dilarang, pedagang kaki lima wajib memiliki izin penggunaan pelataran. 
Namun kenyataan dilapangan menunjukan meskipun ditempat-tempat 
yang dilarang untuk berjualan masih banyak ditemui aktifitas pedagang 
kaki lima. Selaian itu, Pengawasan di lapangan juga diperlukan agar 
apabila ada pedagang nakal yang berusaha berjualan tanpa izin berjualan 
agar dikenakan sanksi yang tegas. Dalam hal ini dinas Perindag harus 
dapat berkoordinasi dengan baik dengan instansi terkait.  
Sampai saat ini pendataan pedagang kaki lima di Kota Makassar 




“Kami sudah melakukan pendataan terhadap jumlah pedagang kaki 
lima, dalam hal ini kami bekerjasama dengan pihak kecamatan dan 
kelurahan namun sampai saat ini belum rampung dan baru tiga 
kecamatan yang menyerahkan kepada kami data pedagang kaki 
lima sehingga sampai saat ini belum diketahui berapa jumlahnya, 
saya memperkirakan jumlahnya sekitar sepuluh ribu. Jumlah ini 
mungkin masih bisa bertambah dilihat dari semakin bertambah dan 
menyebarnya kawasan bejualan pedagang kaki lima,terutama yang 
lagi ramai saat ini yang menggunakan mobil sebagai tempat 
berjualan”. (Sumber Informan: Kepala Bidang Perdagangan di 
Disperindag Kota Makassar Kecamatan Panakukang Kelurahan 
Paropo, Senin 21 july 2016). 
Setelah ditanya mengenai seberapa efektifkah program pembinaan 
yang dilakukan oleh dinas Perindag ini, Bapak Ismail Tallu Rahim 
mengatakan; 
“Saat ini program ini masih belum sepenuhnya efektif disebabkan 
oleh pengawasan dilapangan yang kurang baik, kita bisa lihat contoh 
pedagang baju dan makanan disepanjang jalan todopulli yang masih 
ramai walaupun itu sudah dilarang baik dalam perda”. (Sumber 
Informan: Kepala Bidang Perdagangan di Disperindag Kota 
Makassar, Senin 21 july 2016). 
Melihat kondisi tersebut di atas akan sangat sulit bagi pemerintah 
untuk melakukan pembinaan apabila masih terkendala dalam pendataan 
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pedagang kaki lima. Koordinasi dengan instansi terkait perlu 
dimaksimalkan agar proses pendataan dapat terselesaikan sehingga 
pemerintah dapat fokus pada pembinaan, dan nantinya diharapkan 
masalah peadagang kaki lima dapat terselesaikan. 
 
 
4.2.1 Identifikasi Program Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar Kecamatan Panakukang 
Kelurahan Paropo. 
Saat ini satuan Polisi Pamong Praja (Sat pol PP) tidak memiliki 
program khusus dalam penataan pedagang kaki lima. Namun hanya 
melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Walikota, salah satunya peraturan tentang penataan pedagang kaki lima 
dengan cara penertiban pedagang kaki lima di lokasi yang dilarang untuk 
berjualan. Menurut Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012, pedagang 
kaki lima dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan 
untuk lokasi pk-5; 
b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada 
di tempat atau lokasi usaha pk-5 yang telah ditetapkan dan/ atau 
ditentukan Bupati/Walikota; 
c. menempati lahan atau lokasi pk-5 untuk kegiatan tempat tinggal; 
d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU pk-
5tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati/Walikota; 
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e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha 
tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan; 
f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal; 
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau 
mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di 
sekitarnya; 
h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang 
ditetapkan untuk lokasi pk-5 terjadwal dan terkendali; 
i. pk-5 yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang 
berdagang di tempattempat larangan parkir, pemberhentian 
sementara, atau trotoar; dan memperjualbelikan atau menyewakan 
tempat usaha pk-5 kepada pedagang lainnya. Selanjutnya dalam 
peraturan walikota Makassar Nomor 44 tahun 2002 pasal 1 dan 2 
dikatakan: 
1. Menunjuk beberapa tempat pelataran yang tidak dapat 
dipergunakan oleh pedagang kaki lima sebagai berikut: Sepanjang 
Jalan G. Bawakaraeng, sepanjang Jalan Jendral Sudirman, 
sepanjang Jalan Ratulangi, sepanjang Jalan Haji Bau, sepanjang 
Jalan Penghibur, sepanjang Jalan Pasar Ikan, sepanjang Jalan 
Hertasning, sepanjang Jalan AP. Pettrani, dan sepanjang Jalan 
Urip Sumoharjo. 
2. Menunjuk beberapa tempat pelataran yang tidak dapat 
dipergunakan pada waktu antara pukul 05.00 sd pukul 17.00, 
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sebagai berikut: Sepanjang Jalan Riburane, sepanjang Jalan 
Nusantara, sepanjang Jalan Ujung Pandang, sepanjang Jalan 
Ahmad Yani, sepanjang Jalan G. Bulusaraung, sepanjang Jalan 
Masjid Raya bagian barat, sepanjang Jalan Wahidin 
Sudirohusodo, sepanjang Jalan Sulawesi.  
Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka pada prinsipnya Polisi 
Pamong Praja berkewajiban untuk melakukan penataan terhadap 
pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut melihat tugas dari 
mereka sebagai penegak Peraturan Daerah. 
Menurut Kepala Bidang Seksi Operasional Satpol-PP Kota 
Makassar; Bapak Abdul Rahim, S.T menuturkan bahwa; 
 “Prosedur pemindahan dan penertiban yang dilakukan pemkot 
makassar terkait pelanggaran aturan yang berlaku oleh satpol pp 
sudah sesuai dilakukan. Satpol pp baru akan melaksanakan operasi 
penggusuran apabila sudah adanya surat persetujuan melakukan 
penertiban dari kantor kelurahan yang bersangkutan baru akan 
ditindak lanjutkan. Sanksi yang diberikan kepada pkl tentang 
penggusuran atau pengamanan barang milik pkl ini tidak membuat 
jerah pkl karna sanksi atau peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah melalui kebijakannya dalam perda masih sangat minim, 
yakni hukuman maksimal 3 tahun penjara dan atau denda sebesar 
50 ribu rupiah, jadi pkl berfikir akan lebih baik jika hanya membayar 
denda sebesar 50 ribu rupiah daripada harus berpindah tempat 
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untuk berjualan. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pihak satpol pp 
untuk menertibkan pkl liar”. (Sumber informan: Kepala Bidang 
Operasional Satpol-PP Kota Makassar, Selasa 21 july 2016). 
Dalam proses penertiban berdasarkan data dari pihak Satuan Polisi 
Pamong Praja kota Makassar, secara teknis langkah-langkah yang 
dilakukan dengan melalui : Surat peringatan; kemudian pendekatan 
secara persuasif, dan langkah alternatif paling akhir adalah penertiban 
paksa. Melihat kondisi demikian, dilema antara penegakan peraturan 
daerah dan disatu sisi mengambil hak orang untuk memenuhi 
kebutuhannya. Seperti dalam sebuah pidatonya Khalifah Umar Bin 
Khattab mengatakan: “harta ini tidaklah sah kecuali diambil dengan tiga 
hal, yaitu diambil dengan kebenaran, diberikan dengan kebenaran dan 
dicegah dari kebatilan. Dan sesungguhnya kedudukan berkenaan dengan 
hartamu ini bagai seorang wali anak yatim. Kalau aku tidak 
membutuhkannya, aku tidak akan membiarkan diriku mengambil sesuatu 
darinya”.  
Berdasarkan hal tersebut para pedagang kaki lima tersebut tidak lain 
hanyalah berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, namun disisi 
lain mereka mengambil hak orang lain seperti jalan raya yang akan 
digunakan oleh pengendara menjadi macet akibat aktifitas dari pedagang 





4.3 Penertiban Pedagang Kaki Lima di Lokasi Yang Dilarang Untuk 
Berjualan 
Partisipasi pedagang kaki lima dalam program ini dilihat dari sejauh 
mana dampak yang ditimbulkan dari program penertiban itu sendiri. Dari 
hasil pengamatan beberapa lokasi yang dilarang bagi pedagang kaki lima 
untuk menempatinya, antara lain Jalan Abdul Dg. Sirua, Jalan Toddopuli 
Raya, Jalan Toddopuli Raya Timur, dan Jalan Batua Raya masih banyak 
dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan di area itu. Sebenarnya 
kondisi tersebut bukan hanya terjadi karena tidak diketahui oleh pihak 
pemerintah dalam hal ini Satpol PP, melainkan selama ini pedagang kaki 
lima khususnya kota Makassar didampingi beberapa bentuk organisasi 
pedagang kaki lima antara lain seperti Asosiasi Pedagang Kaki Lima 
(ASPEK-5), Lembaga Advokasi dan pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), 
Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPK-5), Aktivis Aktive Society Institut 
(AcSi), Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK), Nama-nama organisasi 
tersebut adalah pada umumnya sangat aktif dalam memperjuangkan 
orang-orang yang kemampuan ekonominya lemah di kota Makassar.  
Walaupun beberapa kali tercatat terjadi bentrok antara pedagang 
kaki lima dengan pihak pemerintah dalam hal penertiban kaki lima seperti 
dicatat Lembaga Advokasi dan pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) 
Makassar.  
Seperti dalam hasil wawancara dengan bapak Mukhlis  seorang 
penjual makanan, mengatakan;  
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“Saya berjualan disini setiap hari, terkadang ada petugas yang 
melarang. Ketika ada petugas yang datang maka kami segera pergi 
dan mencari lokasi lain untuk berjualan karna sebagian pedagang 
disini termasuk saya sendiri belum mendapat izin berjualan dari 
pemerintah setempat. Biasanya di lokasi baru kurang pembeli, maka 
kami kembali ke lokasi semula. Ini semua kami lakukan hanya untuk 
memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Namun pada hari 
sabtu dan minggu kami bisa bebas berjualan”. (Sumber Informan: 
Sabtu, 8 Agustus 2016). 
Menurut Kepala Bidang Operasional Satpol-PP Kota Makassar Abdul 
Rahim.ST menuturkan bahwa; 
“Pedagang kaki lima ini sangat sulit di atur walaupun sudah diberikan 
sanksi namun mereka tetap saja datang berjualan kembali, saat ini 
kami meminta bantuan dari kepolisian untuk menilang kendaraan 
yang kedapatan menjual di badan jalan pada kawasan bebas 
pedagang kaki lima”. (Sumber Informan: Kepala Bidang Operasional 
Satpol-PP Kota Makassar, Kamis 21 july 2016). 
Barbagai usaha dilakukan oleh petugas untuk menimbulkan efek jera 
terhadap pedagang kaki lima, salah satunya penyitaan barang dagangan. 
Namun terdapat berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh 
pedagang kaki lima secara terbuka atas upaya penataan dan pembinaan 
yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tataran yang sangat sederhana 
perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima berwujud perlawanan 
105 
 
lisan, yang digunakan untuk melawan aparat yang hendak menyita barang 
dagangannya. Melalui perlawanan ini pedagang kaki lima akan selalu 
mempertahankan barang dagangannya. Meskipun aparat bersikeras akan 
mengangkut barang dagangannya ke atas truk. Kemudian ada juga 
bentuk perlawanan yang biasa kita temukan sehari-hari. Sebagai contoh 
adalah kucing-kucingan dengan petugas, seperti yang diungkapkan oleh 
Bapak Wawan seorang pedagang pakain di jalan Abdul Dg. Sirua; 
 “ketika berjualan disini saya sebelumnya sudah tahu kalau lokasi ini 
dilarang untuk berjualan. Namun keuntungan dilokasi ini lebih besar 
dibandingkan tempat lain. Saya beberapa kali di mendapat razia 
namun biasanya hanya berupa larangan untuk tidak berjualan 
dilokasi ini, tetapi ketika tidak ada lagi petugas saya kembali lagi 
dilokasi ini”. (Sumber informan, jumat 8 Agustus 2016). 
Tindakan nekad PKL ini bukan saja karena tidak mengetahui aturan, 
tetapi memamng sengaja berjualan di lokasi strategis dan tidak adanya 
solusi pasti dari pihak pemerintah. Adanya tuntutan ekonomi yang selalu 
menghimpit, para pedagang kaki lima dengan sengaja berjualan di lokasi 
yang ramai pembeli yang sebetulnya tidak diperbolehkan. 
 
4.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program 
Pemerintah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar 
Kehadiran Program pemerintah dalam hal pembinaan pedagang kaki 
lima merupakan amanat dari Perwali No Peraturan Daerah Nomor 10 
tahun 1990 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012, 
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dan merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menciptakan 
kesejahteraann masyarakat. 
 
4.4.1 Kondisi Ekonomi  
Pengaruh faktor ekonomi dalam dalam pelaksanaan program 
pembenaan pedagang kaki lima memiliki kontribusi yang besar. 
Kebutuhan ekonomi merupakan alasan kuat mengapa pedagang kaki lima 
tetap bertahan menjalankan roda usahanya walaupun sebenarnya mereka 
tahu bahwa kawasan yang mereka gunakan dilarang untuk berjualan. 
Kalaupun pemerintah menyiapkan lokasi khusus untuk berjualan mereka 
masih akan mempertimbangkan melihat kawasan-kawasan yang mereka 
tempati merupakan kawasan yang ramai akan pembeli. Dari hasil 
penelitian baik melalui studi literature maupun pengamatan langsung, 
faktor ekonomi merupakan faktor penting terhadap munculnya pedagang 
kaki lima, ini disebabkan ketidakmampuan sektor formal menyediakan 
lapangan pekerjaan bagi setiap angklatan kerja. Ini dibenarkan oleh salah 
satu pedagang makanan di Jalan Toddopuli Raya dimana kawasan 
tersebut juga merupakan kawasan bebas dari pedagang kaki lima, 
menurutnya; 
“Sebelum berjualan disini saya bekerja sebagai buruh pelabuhan. 
Berjualan disini hanya ingin mencari sesuap nasi. Sulitnya mendapat 
pekerjaan membuat saya memilih untuk berjualan disini melihat ada 
peluang untuk mendapat keuntungan lebih. Kami sering ditegur oleh 
petugas untuk tidak menjual disini karena mengganggu lalu lintas 
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dan mengakibatkan kemacetan. Tapi kami selalu kembali untuk 
berjualan melihat dilokasi ini ramai pembeli”. (Sumber informan: 
Sabtu, 25 januari 2016). 
Dengan kondisi ekonomi yang rendah dan mempertahankan 
kepentingan hidup, pedagang kaki lima berani melanggar kebijakan yang 
ada dan bahkan harus kejar-kejaran dengan petugas. 
 
4.4.2 Kualitas Sumber Daya Manusia 
Salah satu faktor yang menyebabkan makin menjamurnya pedagang 
kaki lima adalah kualitas sumber daya manusia. Dimana masyarakat yang 
tidak memiliki kualitas dan kemampuan khusus akan memilih pekerjaan 
yang tidak memiliki kemampuan khusus, salah satunya menjadi pedagang 
kaki lima. Salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang dimiliki 
oleh sebagian besar pedagang kaki lima hanya tamatan sekolah dasar, 
hanya beberapa yang tamatan SMA dan dari hasil wawancara dengan 
beberapa informan tidak ada pedagang kaki lima yang tamatan perguruan 
tinggi. Akses terhadap keuangan dan perbankan–kredit mikro amat 
penting bagi perkembangan bisnis mereka, namun sedikit sekali fasilitas 
perbankan (formal) yang mereka bisa akses.  
Pelatihan yang tidak mencukupi misalnya matematika dasar dan 
keterampilan akuntansi, yang amat penting bagi bisnis apapun. Kondisi ini 
berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang akan menerima 
mereka untuk bekerja. Dimana sebagian besar perusahaan baik swasta 
maupun pemerintah saat ini dalam perekrutan pegawai sangat 
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mengutamakan pendidikan dari pelamar. Sebenarnya para pedagang kaki 
lima ini mempunyai daya jual yang cukup tinggi, namun kurang dapat 
berkembang kearah usaha yang lebih besar walaupun hal ini disebabkan 
adanya keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan usaha yang masih 
bersifat tradisional, tambahan modal kredit dari pihak ketiga yang masih 
kecil dan informasi tentang dunia usaha sangat terbatas, jumlah dan 
kualitas tenaga kerja yang terbatas, sifat kualitas barang yang dijual hanya 
sebatas kebutuhan untuk barang dagangan saja. Sebaiknya pemerintah 
tidak melihat pedagang kaki lima dari satu sisi saja, mereka juga 
memaikan peran sebagai pelaku shadow economy. 
Nasib pedagang kaki lima perlu diberdayakan guna memberikan 
kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Karena walaupun ada 
larangan untuk berjualan di sepanjang jalan mereka tetap berjualan untuk 
mendukung kelangsungan hidupnya dan keluarganya. 
 
4.4.3 Koordinasi Dengan Instansi Terkait 
Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki 
karakteristik khusus, yang antara lain harus ada integrasi serta 
sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan serta arah yang 
sama.Dalam hal koordinasi programnya dinas Pertamanan dan 
kebersihan misalnya melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai 





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 
 
1. Pedagang kaki lima (PKL) dikategorikan sebagai sektor informal 
perkotaan yang belum terwadahi dalam rencana kota yang resmi, 
sehingga tidaklah mengherankan apabila para PKL di kota 
manapun selalu menjadi sasaran utama pemerintah kota untuk 
ditertibkan. Namun, faktanya berbagai bentuk kebijakan dalam 
rangka menertibkan PKL yang telah dilakukan oleh pemerintah kota 
tidak efektif baik dalam mengendalikan PKL maupun dalam 
meningkatkan kualitas ruang kota. 
Pelaksanaan pembinaan PKL di Kelurahan Paropo Kota 
Makassar belum efektif dalam mengatasi persoalan pedagang kaki 
lima. Kesimpulan ini didasarkan atas belum terwujudnya kepatuhan 
PKL dan tidak tercapainya ketertiban sebagaimana yang 
diharapkan oleh pemerintah kota Makassar. Dengan menggunakan 
model implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh 
Grindle, dapat dilihat kedua aspek yang diperlukan untuk 
mendukung keberhasilan suatu kebijakan, yakni kontens (isi) 
kebijakan dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan, yang 
masih belum mendukung selama pelaksanaan penataan PKL yang 
110 
 
dijalankan. Pada aspek kontens kebijakan, terlihat isi kebijakan 
pembinaan PKL yang masih belum memihak pada kepentingan 
para PKL selaku kelompok sasaran dari kebijakan. Pada konteks 
lingkungan dalam pelaksanaan pembinaan PKL terkait dengan 
kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor, terlihat adanya 
kekuasaan yang sangat dominan kepada pemerintah.  
 
2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima yaitu:  
a. Dimana Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Makassar 
dalam hal pembinaan pedagang kaki lima. Upaya ini yang 
melibatkan berbagai instansi antara lain dinas Perindusttrian, 
dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Polisi Pamong Praja. Dari 
tiap-tiap instansi hadir program dimana bertujuan untuk 
mengatasi masalah pedagang kaki lima yang dinilai 
mengganggu kebersihan dan penyebab kemacetan. Program 
tersebut antara lain program pembinaan pedagang kaki lima, 
program Makassar Green and Clean, dan Penertiban pedagang 
kaki lima. 
b. Pada umumnya program-progam yang dilaksanakan oleh 
pemerintah sudah banyak diketahui oleh pedagang kaki lima 
terlihat dengan pengetahuan pedagang kaki lima tentang 
program-program ini dan sebagian besar pedagang kaki lima 
pernah dilakukan pendataan sekaligus pemberitahuan tentang 
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program-program ini. Namun kendatipun program ini sudah 
tersosialisasi dengan baik namun implementasinya belum 
maksimal, terlihat masih rendahnya tingkat partisipasi 
pedagang kaki lima dalam program ini. Sehingga berdampak 
pada manfaat dari program ini tidak dirasakan oleh pedagang 
kaki lima dan masyarakat pada umumnya. 
c. Dari tiga faktor yang mempengaruhi program pemerintah dalam 
pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar yaitu faktor 
ekonomi, faktor sumber daya manusia dan faktor koordinasi 
semuanya saling behubungan. Dimana ketika pemerintah 
hanya fokus pada faktor ekonomi tanpa memajukan kualitas 
sumber daya manusia dari pedagang kaki lima maka semuanya 
akan sia-sia dan tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu 
semua faktor ini harus saling mendukung satu sama lain. 
Begitupula halnya koordinasi dengan berbagai instansi harus 
terus berjalan dengan baik, misalnya dalam hal relokasi 
pedagang kaki lima memerlukan koordinasi yang baik, karena 
penyiapan lahan pedagang kaki lima tidak mudah dimana para 
pedagang kaki lima memilih lokasi yang aksesnya mudah 







1. Pemerintah kota Makassar hendaknya lebih mengarahkan 
regulasi pada upaya penanggulangan akar dari masalah lahirnya 
pedagang kaki lima. Apabila pemerintah hanya melakukan 
tindakan pada pedagang kaki lima yang sudah ada, maka akan 
tetap bermunculan pedagang kaki lima baru dan tujuan dari 
Perda 10 tahun 1990 tidak akan tercipta. Fenomena Pedagang 
Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. 
Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu 
lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial 
dan tata ruang kota yang kacau. Dimata pemerintah citra negatif 
tersebut telah mendogma. Sebagai pembuat kebijakan 
pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan dan 
praturan yang tegas. 
2. Setiap instansi hendaknya selalu melakukan koordinasi dengan 
dinas atau instansi terkait dalam hal pembinaan dan penertiban 
pedagang kaki lima, sehingga program dari tiap instansi tidak 
saling bertabrakan dan diharapkan berdampak positif bagi 
pedagang kaki lima dan masyarakat pada umumnya. Instansi 
atau dinas yang berhubungan langsung dengan pedagang kaki 
lima hendaknya melakukan sosialisasi peraturan daerah terkait 
dengan penataan pedagang kaki lima langsung kepada para 
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pelaku usaha. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 
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